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Pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak 
perempuan berusia 20-24 tahun menikah 
sebelum usia 18 tahun, lazim disebut 
perkawinan anak. Seharusnya usia anak 
merupakan masa bagi perkembangan fisik, 
emosional dan sosial sebelum memasuki masa 
dewasa. Praktik perkawinan anak berkaitan 
dengan fakta bahwa perkawinan anak 
melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan 
serta peluang mereka. Setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

Publikasi Pencegahan Perkawinan Anak 
menyajikan informasi mengenai prevalensi 
perkawinan anak dan dampaknya terhadap 
anak-anak perempuan dan laki-laki di 
Indonesia. Sumber data utama yang digunakan 
adalah hasil survei yang dilaksanakan oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas) 2008-2018 dan 
Proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus 
(SUPAS) 2015.

Publikasi ini merupakan hasil kerja sama 
antara United Nations Children’s Fund 
(UNICEF), BPS dan Bappenas, dengan duku- 
ngan teknis dari Pusat Kajian dan Advokasi 
Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Univer-
sitas Indonesia (PUSKAPA). Data yang disaji- 
kan adalah perkawinan anak dan keterkaitan- 
nya dengan berbagai aspek, seperti pendi-
dikan, tingkat kesejahteraan, perlindungan 
sosial, fertilitas dan kesehatan, dan ketenaga-
kerjaan. Pembahasan di dalam publikasi ini 
dilakukan dengan cara analisis deskriptif. 
Laporan ini juga memberikan informasi me- 
ngenai daerah yang bisa menjadi prioritas 
intervensi untuk mengatasi pernikahan anak di 
Indonesia. Bab Diskusi dalam laporan ini 
dilakukan berdasarkan analisis deskriptif dan 
tinjauan literatur.

Publikasi ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai dasar kebijakan yang tepat untuk 
menangani masalah perkawinan anak dan pen-
etapan program yang efektif. Diharapkan juga 
dapat memberikan kontribusi positif untuk 
konsistensi data.
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Dengan demikian, laporan ini diharapkan 
dapat menjadi sebuah rujukan atau dasar 
dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti 
dan merumuskan strategi dalam pencegahan 
perkawinan anak di Indonesia.

Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kami 
sampaikan kepada UNICEF, BPS, dan 
PUSKAPA atas kerja sama dan kerja kerasnya 
dalam mewujudkan publikasi laporan 
perkawinan anak ini. Semoga laporan dan data 
yang komprehensif ini dapat memberikan 
kontribusi positif bagi pemenuhan hak anak di 
Indonesia, khususnya pada aspek 
perlindungan anak dari perkawinan di bawah 
usia 18 tahun.

iv v

Kata Pengantar

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk 
tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang 
dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu 
harus menikah di bawah usia 18 tahun akan 
memiliki kerentanan yang lebih besar baik 
secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, 
potensi mengalami tindak kekerasan, serta 
hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan 
anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang 
dinikahkan, namun juga akan berdampak pada 
anak yang dilahirkan serta berpotensi memun-
culkan kemiskinan antar generasi.

Kesadaran banyak pihak tentang bahaya 
perkawinan anak telah mulai terlihat, yang  
tercermin dari banyaknya praktik baik dan 
upaya pencegahan perkawinan anak yang 
diinisiasi oleh berbagai stakeholder. Pemerin-
tah Indonesia menunjukkan komitmennya 
melalui penetapan target penurunan perka- 
winan anak secara nasional dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024 dari 11,2 persen di tahun 
2018 menjadi 8,74 di tahun 2024. 

Tentu saja hal ini memerlukan upaya kolabora-
tif antara pemerintah dengan para mitra pem-
bangunan dan juga lembaga non pemerintah 
lainnya. Kerja bersama harus dilakukan mulai 
dari penyusunan strategi berdasarkan data 
yang akurat dalam menurunkan angka 
perkawinan anak hingga implementasinya. 

Publikasi ini merupakan salah satu wujud 
upaya kolaborasi antara United Nations Chil-
dren's Fund (UNICEF), Badan Pusat Statistik, 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas), serta didukung secara teknis oleh 
Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan 
Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia 
(PUSKAPA). Data-data yang disajikan dalam 
laporan ini memberikan gambaran yang lebih 
luas mengenai faktor-faktor yang terkait 
dengan perkawinan anak.   

    Jakarta, 20 Januari 2020
       Deputi Bidang Pembangunan Manusia,Masyarakat, dan Kebudayaan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas

Subandi SardjokoUNICEF Indonesia/2015/Joshua Estey
Seorang ibu, bersama anak perempuannya yang berusia 3 tahun, 
menyusuri jalan di desa Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
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Laporan ini bertujuan untuk memperlihatkan 
tren perkawinan anak di Indonesia, 
mendiskusikan faktor-faktor risikonya, dan 
memberikan rekomendasi kebijakan dan 
program dari dan untuk para pemangku 
kepentingan yang sesuai serta efektif untuk 
membangun faktor-faktor pelindung untuk 
mencegah perkawinan anak. 

Laporan ini dibuat sebagai lanjutan dari 
laporan-laporan sebelumnya yang diterbitkan 
BPS dan UNICEF untuk menganalisis data 
perkawinan anak di Indonesia. Edisi 2020 ini 
dibuat untuk memperbaharui informasi 
mengenai data perkawinan anak dan 
faktor-faktor atau karakteristik sosial ekonomi 
yang berhu- bungan dengan isu tersebut 
seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan 
sosial dan pekerjaan. 

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan 
menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 
tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun 
di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 
1.220.900 dan angka ini menempatkan Indo-
nesia pada 10 negara dengan angka absolut 
perkawinan anak tertinggi di dunia. 1Analisis 
data perkawinan anak melihat perempuan 
umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 
mereka berusia 15 dan 18 tahun dan juga 
perkawinan anak laki-laki. Data untuk anak 
laki-laki belum dapat menunjukkan tren 
karena data yang tersedia hanya empat tahun 
dari tahun 2015 sampai 2018. Hal ini sesuai 
dengan indikator Tujuan Pembangunan Berke-
lanjutan (TPB) dan berbeda dengan laporan 
sebelumnya yang memakai indikator perem-
puan sudah menikah yang berusia 20-24 
tahun.

Dalam sepuluh (10) tahun terakhir, hanya ada 
penurunan kecil untuk perkawinan anak di 
Indonesia yaitu 3,5 poin persen. Pada Oktober 
2019, Pemerintah Indonesia mensahkan 
Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang 
merupakan perubahan atas UU nomor 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan. Di tahun 2018, 
11,21 persen perempuan 20-24 tahun 
menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. 
Pada 20 provinsi prevalensi perkawinan anak 
masih ada di atas rata-rata nasional. Provinsi 
dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi 
adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan 
Sulawesi Tenggara. Ada lebih dari 1 juta anak 
perempuan yang menikah pada usia anak. 
Menurut angka absolut kejadian perkawinan 
usia anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur dan 
Jawa Tengah adalah 3 provinsi yang paling 
tinggi. Dalam 10 tahun, prevalensi perkawinan 
anak di daerah perdesaan menurun sebanyak 
5,76 poin persen, sementara prevalensi di 
daerah perkotaan hanya menurun kurang dari 
1 poin persen.

Perkawinan anak berhubungan dengan 
berbagai faktor yang dapat bersifat struktural 
maupun yang berasal dari komunitas, 
keluarga, maupun kapasitas individual. 
Temuan dari Susenas dan studi literatur 
memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan 
terhadap perkawinan anak adalah anak 
perempuan, anak yang tinggal di keluarga 
miskin, di perdesaan, dan memiliki pendidikan 
rendah. Pekerja perempuan usia 18 tahun ke 
bawah lebih mungkin untuk bekerja di sektor 
informal dan karenanya menjadi lebih rentan 
apabila dibandingkan dengan perempuan 
dalam kelompok umur yang sama yang 
menikah setelah 18 tahun dan bekerja.

Laporan ini memperlihatkan kemiskinan bukan 
satu-satunya faktor pendorong terjadinya 
perkawinan anak. Apabila dihubungkan 
dengan persentase penduduk miskin, 
perkawinan anak terjadi di provinsi-provinsi 
dengan penduduk miskin yang tinggi maupun 
cukup rendah.

Ringkasan
Eksekutif

1Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan usia anak 
 dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

UNICEF Indonesia/2015/Nick Baker
Seorang siswi di Jawa Barat menggambar ilustrasi yang berkaitan dengan perkawinan anak.
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Perkawinan anak juga berhubungan dengan 
kesehatan. Persentase perempuan usia 20-24 
tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke 
atas yang melakukan inisiasi menyusui dini 
mencapai 28,76 persen, jauh berbeda dengan 
mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun 
yaitu hanya sebesar 18,83 persen. Selain itu, 
persentasi perempuan umur 20-24 tahun yang 
menikah pada usia 18 tahun ke atas dan mela-
hirkan di faskes/ nakes angkanya paling tinggi 
yaitu mencapai 34,13 persen, berbeda 12 poin 
persen dengan yang menikah sebelum usia 18 
tahun yaitu hanya 22,13 persen.

Pemerintah telah merespon dengan beberapa 
terobosan kebijakan. Di antaranya perubahan 
usia minimum menikah untuk perempuan, 
perkawinan anak sebagai prioritas di dalam 
RPJMN, dan kampanye nasional. Selain itu, 
lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah juga 
mengembangkan beberapa program interven-
si, seperti kampanye nasional stop perkawinan 
anak, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak 
Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan 
pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual.
Berbagai upaya kebijakan dan program di atas 
belum cukup untuk mencegah dan mengatasi 
perkawinan anak serta dampak-dampak 
negatifnya. Diperlukan upaya yang lebih cepat, 
besar, dan terpadu untuk menjawab persoalan 
ini. 

Laporan ini memberikan lima (5) rekomendasi 
untuk memastikan penurunan prevalensi 
perkawinan anak tidak terhenti dan dapat 
dipercepat: 

1) penguatan hukum dan kebijakan yang 
melindungi anak perempuan dari perkawinan 
anak termasuk yang lebih lanjut memastikan 
bahwa kebijakan baik yang sudah ada tidak 
justru menyembunyikan fenomena perkawinan 
anak seperti peningkatan usia minimum 
perkawinan, 

2) memastikan layanan pendidikan dan kese-
hatan berkualitas untuk mencegah dan 
menangani perkawinan anak bagi semua anak 
terutama bagi kelompok anak yang lebih 
rentan dibanding anak lainnya, 

3) mengatasi kemiskinan yang menjadi salah 
satu faktor yang mendorong terjadinya 
perkawinan   anak dengan memadukan 
pendekatan perlindungan anak, penguatan 
kapasitas pengasuh utama anak, dan pengua-
tan sistem kesejahteraan anak dalam program 
bantuan dan perlindungan sosial, 

4) perubahan pola pikir mengenai dan perlin- 
dungan akses anak pada hak kesehatan seksu-
al dan reproduksi, kesetaraan gender dan 
partisipasi kaum muda, 

5) mendukung riset lebih lanjut yang berfokus 
kepada intervensi yang sudah dilakukan untuk 
anak perempuan yang menikah, KDRT yang 
terjadi setelah perkawinan anak, perkawinan 
anak di daerah perkotaan dan perkawinan 
anak laki-laki.

UNICEF Indonesia/2015/Nick Baker
Gambar pengantin perempuan dan laki-laki.
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Pengantar1
Tujuan TPB yang akan terdampak adalah: 
tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, 
hidup sehat dan sejahtera, pendidikan 
berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan 
layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurang- 
nya kesenjangan, serta perdamaian, keadilan, 
dan kelembagaan yang tangguh6.

Di Indonesia, jaminan terhadap hak anak 
tercantum di dalam UUD 1945 yang menya-
takan bahwa setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkem-
bang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi7. Jaminan terha-
dap hak anak kemudian dipertegas kembali 
melalui terbitnya UU 23/2002 tentang Perlin- 
dungan Anak – yang kini telah diubah menjadi 
UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak – yang 
mendefinisikan anak sebagai seseorang yang 
belum berusia 18 tahun. Terkait dengan 
perkawinan anak, UU 35/2014 secara eksplisit 
menyebutkan kewajiban orang tua dalam 
mencegah terjadinya perkawinan anak8. 
Komitmen Pemerintah Indonesia untuk 
mencegah perkawinan anak kemudian terwu-
jud dengan terbitnya UU 16/2019 yang meng- 
ubah Pasal mengenai batas minimum usia 
perkawinan anak dalam UU 1/1974 tentang 
Perkawinan. Dengan terbitnya UU 16/2019, 
batas minimum usia perkawinan perempuan 
meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun. 

Berbagai kebijakan di tingkat global dan nasi-
onal menjadi pertanda baik bahwa para 
pemangku kepentingan, khususnya Pemerin-
tah Indonesia, memiliki komitmen dalam 
mencegah praktik perkawinan anak. Kebijakan 
tersebut perlu didukung dengan strategi yang 
memadai dengan berkaca pada situasi terkini 
praktik perkawinan anak, serta mengadopsi 

pendekatan yang terbukti berhasil dalam 
mencegah dan merespon praktik perkawinan 
anak di Indonesia. 

Publikasi ini merupakan kelanjutan dari lapo-
ran “Perkawinan Usia Anak di Indonesia” tahun 
2013 dan 2015 yang diterbitkan oleh BPS dan 
UNICEF. Laporan ini terbit dengan tujuan 
untuk memberikan informasi mengenai tren 
perkawinan anak di Indonesia dengan meng-
gunakan estimasi terkini, khususnya dari 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 
tahun 2018. Dengan menggunakan data-data 
terbaru, diharapkan publikasi ini dapat mem-
perkaya analisis mengenai tren perkawinan 
anak serta kaitannya dengan faktor-faktor 
yang berhubungan dengan perkawinan anak, 
seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, 
dan perlindungan sosial. Harapannya, analisis 
yang tercantum dalam laporan ini dapat men-
jadi landasan untuk pengambilan kebijakan 
maupun strategi pencegahan perkawinan anak 
di Indonesia. 

Secara global, praktik perkawinan anak terus 
menurun di berbagai negara di dunia. UNICEF 
pada tahun 2018 memperkirakan sekitar 21 
persen perempuan muda (usia 20 hingga 24 
tahun) melangsungkan perkawinan pada usia 
anak2. Angka ini mengalami penurunan 
dibandingkan sepuluh tahun yang lalu yang 
angkanya mencapai 25 persen. Pengurangan 
ini juga menandai percepatan tren yang terjadi 
di banyak negara. Selama dekade terakhir, 
diperkirakan sebanyak 25 juta perkawinan 
anak telah dapat dicegah melalui berbagai 
upaya yang efektif. Walaupun demikian, masih 
ada sekitar 650 juta perempuan dan anak 
perempuan yang hidup hari ini melangsungkan 
perkawinan sebelum ulang tahun ke-18 
mereka. Jumlah yang terbanyak terdapat di 
negara-negara Asia Selatan diikuti Sub-Sahara 
Afrika.

Kekhawatiran masyarakat dunia mengenai 
praktik perkawinan anak berkaitan dengan 
fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak 
asasi anak, membatasi pilihan dan peluang 
mereka, dan membuat mereka rentan terha-
dap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan3. 

Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja 
anak perempuan, yang seharusnya menjadi 
masa bagi perkembangan fisik, emosional dan 
sosial sebelum memasuki masa dewasa4. 

Dengan berbagai dampak buruk yang telah 
teridentifikasi, menghilangkan praktik perka- 
winan anak masuk ke dalam target Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan “TPB” (Sustain-
able Development Goals/SDGs) pada tahun 
2030. Aspek mengenai perkawinan anak 
tercantum dalam target 5.3 TPB, yaitu “meng-
hapuskan semua praktik berbahaya, seperti 
perkawinan usia anak, perkawinan dini dan 
paksa, serta sunat perempuan”. Secara spesi-
fik, TPB mencantumkan indikator 5.3.1* dalam 
bentuk proporsi perempuan umur 20-24 tahun 
yang berstatus kawin atau berstatus hidup 
bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum 
umur 18 tahun. Indikator ini sebagai salah satu 
dasar pengambilan kebijakan untuk perlindu- 
ngan anak dari praktik perkawinan serta 
menekan laju pertumbuhan penduduk5. 
Sebab, jika prevalensi perkawinan anak tetap 
tinggi, maka beberapa tujuan dalam TPB yang 
lain akan sulit untuk dicapai. 

2 UNICEF. 2018. Child Marriage: Latest trends and future prospects.
3 UNICEF & UNFPA. 2017. Ending Child Marriage in Bangladesh.
4 Plan International. 2012. Because I am a Girl: The state of the world’s
         girls 2012: Learning for life.

5 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan 
  Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2017. Metadata Indikator Tujuan 
  Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)
  Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial.

6 BPS. 2019. Paparan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS: Perkawinan 
  Usia Anak di Indonesia. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional.
7 Pasal 28 B ayat (2).

8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
  Pasal 26 ayat (1) huruf c
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Data

& Metodologi2
Data-data dalam publikasi ini dianalisis secara 
deskriptif yang dapat memberikan gambaran 
mengenai data yang dikumpulkan melalui 
perhitungan matematika standar dalam 
bentuk tabel, grafik, maupun diagram.

Keterbatasan dari data Susenas yang tersedia 
adalah ia tidak bisa menghasilkan hubungan 
sebab dan akibat dan hanya bisa menunjukkan 
dua variabel yang saling berhubungan. Misal- 
nya, dalam laporan ini, tidak bisa diketahui 
apakah anak perempuan berhenti sekolah 
terlebih dahulu dan setelahnya menikah atau 
menikah dulu dan setelahnya berhenti seko-
lah. Juga, meski secara tren tampak terjadi 
peningkatan atau penurunan, kedua hal terse-
but perlu diuji dulu secara statistik untuk 
dapat mengetahui apakah perbedaan yang 
diobservasi signifikan secara statistik. 

Analisis data Susenas tidak dimaksudkan 
untuk menyajikan informasi yang mendalam 
mengenai perkawinan anak karena keter-
batasan data yang dikumpulkan melalui Suse-
nas. Susenas memuat pertanyaan tentang 
status perkawinan dan usia perkawinan perta-
ma, tetapi tidak memuat pertanyaan tambah-
an tentang perkawinan atau isu-isu yang lebih 
dalam. Dari Susenas tidak tersedia informasi 
terkait legalitas perkawinan, apakah terdaftar 
secara legal atau tidak, dan karakteristik pa- 
sangan jika tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah 
tangga. Di samping itu, karena keterbatasan 
data Susenas 2018, maka pembahasan me- 
ngenai usia hamil pertama, fasilitas melahir-
kan, dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) hanya 
menggunakan data hasil Susenas Maret 2017. 
Karakteristik anak yang dilahirkan yang disa-
jikan dalam publikasi ini hanya mencakup anak 
yang dilahirkan pada 2 (dua) tahun terakhir 
sesuai dengan definisi di Susenas.

Walaupun demikian, dengan menggunakan 
data Susenas, dapat dilakukan analisis 
cross-sectional untuk melihat hubungan 
antara perkawinan anak dengan 
variabel-variabel sosial ekonomi seperti 
pendidikan, tingkat kesejahteraan, kesehatan, 
ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial, 
sehingga dapat disajikan gambaran yang lebih 
rinci tentang faktor-faktor yang berhubungan 
dengan perkawinan anak. Namun patut dicatat 
bahwa variabel-variabel tersebut hanya 
menggambarkan kondisi pada saat survei, 
karena tidak cukup informasi untuk 
menunjukkan bahwa kondisi tersebut 
merupakan dampak dari perkawinan anak.

Sampel Susenas tersebar di seluruh kabupa- 
ten/kota di Indonesia, sehingga dapat 
disajikan data dan analisis sampai level 
kabupaten/kota. Namun, karena beberapa 
pertimbangan antara lain kecukupan sampel 
dan kompleksnya isu perkawinan anak antar 
daerah, cakupan laporan ini dibatasi hanya 
pada level nasional. Angka menurut provinsi 
disajikan dalam tabel-tabel di lampiran. 

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS 
menggunakan konsep kemampuan memenuhi 
kebutuhan dasar (basic needs approach). 
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan 
dan bukan makanan yang diukur dari sisi 
pengeluaran11. Berdasarkan pengeluaran 
rumah tangga dapat pula dikelompokkan 
tingkat kesejahteraannya. Pengelompokan 
yang biasa dilakukan adalah membagi 
pengeluaran rumah tangga ke dalam lima 
kelompok sama besar atau yang sering disebut 
kuintil pengeluaran. Kuintil menjadi acuan 
kelompok rumah tangga di Indonesia yang 
diukur berdasarkan pengeluaran perkapita. 

Data yang digunakan dalam publikasi ini 
bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) Maret 2017, Susenas Maret 
2018, tren data Susenas Maret tahun 
2008-2018, dan proyeksi penduduk hasil 
Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 
2015 yang dilaksanakan oleh BPS. Proyeksi 
penduduk SUPAS digunakan untuk 
memperkirakan jumlah absolut dari 
perkawinan anak. 

Dalam menghitung perkawinan anak, publikasi 
ini menggunakan sampel perempuan pada 
kelompok usia 20-24 tahun yang tersebar di 
seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia 
berdasarkan SUSENAS tahun 2008-2018. 
Sebagai pembanding, beberapa bagian dalam 
publikasi ini menyajikan data terkait anak 
laki-laki pada kelompok usia 20-24 tahun, 
namun karena keterbatasan data, untuk 
menyajikan prevalensi perkawinan anak 
laki-laki hanya berdasarkan data Susenas 
2015-2018, yang mungkin tidak cukup 
panjang untuk menyimpulkan tren perubahan.

Perkawinan anak dalam publikasi ini 
didefinisikan sebagai “perkawinan yang 
dilakukan melalui hukum perdata, agama atau 
adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau 
persetujuan resmi di mana salah satu atau 
kedua pasangan adalah anak di bawah usia 18 
tahun9.” Penghitungan persentase perkawinan 
usia anak merupakan hasil bagi antara 
perempuan umur 20-24 tahun yang usia 
perkawinan pertamanya sebelum usia 18 
tahun atau 15 tahun dengan seluruh 
perempuan usia 20-24 tahun. Perlu diketahui 
bahwa penghitungan ini mengacu pada 
metode penghitungan/indikator pada 
metadata TPB10, berbeda dengan publikasi 
“Perkawinan Usia Anak di Indonesia Tahun 
2013 dan 2015” di mana pembagi 
(denominator) yang digunakan adalah 
perempuan usia 20-24 tahun yang pernah 
kawin. Sama halnya perempuan, perhitungan 
prevalensi perkawinan anak laki-laki 
menggunakan denominator seluruh laki-laki 
usia 20-24 tahun. 

9 Penggunaan usia di bawah 18 tahun juga relevan dengan mengacu pada 
  definisi Anak dalam UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

10 Metadata dibuat untuk dapat menyamakan pemahaman atas setiap indikator
  sehingga semua pemangku kepentingan dapat menyusun perencanaan, 
  pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang terarah. Kementerian Perencanaan 
  Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 
  2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable 
  Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial.
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11 BPS. 2019. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018. 
   Jakarta: BPS.
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Tren 

Perkawinan

Anak Terkini3
Bab ini membahas tren perkawinan anak di 
Indonesia, yang kemudian dijelaskan lebih 
lanjut berdasarkan berbagai jenis disagregasi. 
Disagregasi yang dimaksud antara lain tren 
perkawinan anak berdasarkan usia perkawinan 
pertama, berdasarkan wilayah tempat tinggal 
(perdesaan atau perkotaan), jenis kelamin, dan 
juga berdasarkan provinsi. 

Tren perkawinan anak perempuan di Indone-
sia, baik yang melangsungkan perkawinan 
pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 
tahun, menunjukkan penurunan pada periode 
tahun 2008 sampai 2018, namun penurunan- 
nya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 
2008, prevalensi perkawinan anak adalah 
sebesar 14,67 persen, namun pada satu 
dekade kemudian (tahun 2018) hanya 
menurun sebesar 3,5 poin persen menjadi 
11,21 persen. Masih sekitar 1 dari 9 perem-
puan berusia 20 – 24 tahun melangsungkan 
perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. 

Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta 
perempuan usia 20 – 24 tahun yang perka- 
winan pertamanya terjadi pada usia kurang 
dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan 
perempuan usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan pertama sebelum 
berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu 
perempuan12.

Di sisi lain, prevalensi perempuan usia 20-24 
tahun yang melangsungkan perkawinan perta-
ma sebelum usia 15 tahun mengalami 
penurunan sekitar satu poin persen selama 
periode 2008 – 2018. Pada tahun 2008, 
sebanyak 1,60 persen perempuan usia 20 – 24 
melangsungkan perkawinan pertama sebelum 
usia 15 tahun. Prevalensi ini menurun lebih 
dari setengahnya pada tahun 2018 menjadi 
sebesar 0,56 persen (Gambar 3.1.1)

05 06

Prosedur pengelompokannya adalah kelompok 
pengeluaran rumah tangga total dengan nilai 
100 persen dibagi dalam lima kuintil, dengan 
kata lain kuintil 1 merupakan 20 persen rumah 
tangga dengan pengeluaran terendah, terus 
meningkat hingga kuintil 5 yang merupakan 20 
persen rumah tangga dengan pengeluaran 
perkapita tertinggi.

Laporan ini juga dilakukan melalui telaah 
literatur yang menelusuri publikasi yang 
diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan laporan 
penelitian yang diterbitkan terbatas maupun 
ber-ISSN atau ISBN. Penelusuran dilakukan 
secara semi-sistematis dengan melakukan 
pencarian di dua pangkalan data publikasi, 
terdiri dari: CLIO - Columbia University dan 
Google Scholar. Dari sekitar 1.900 artikel 
yang didapat, banyak artikel tidak dimasukkan 
ke dalam tinjauan ini karena mengulas 
perkawinan anak yang terjadi di Afrika, Eropa, 
Asia Selatan dan Amerika Selatan. Seleksi 
terhadap artikel yang didapat dari pencarian 
dilakukan melalui tinjauan terhadap judul, lalu 
terhadap abstrak, dan akhirnya terhadap 
keseluruhan artikel.

Selain itu, penelusuran secara sengaja 
(purposive) dilakukan untuk mencari publikasi 
dari lembaga-lembaga non-pemerintah yang 
memiliki reputasi bekerja di isu perkawinan 
anak, seperti Aliansi Remaja Independen, 
Rumah Kita Bersama, Plan International, 
Rutgers WPF Indonesia dan Yayasan 
Kesehatan Perempuan. Pemilihan 
lembaga-lembaga tersebut dilakukan 
berdasarkan intervensi pencegahan dan 
penanganan perkawinan anak yang sudah 
dilakukan lembaga paling tidak 2 tahun, juga 
program yang menyasar langsung ke anak atau 
remaja perempuan.
 

Kata kunci yang digunakan dalam kedua pen-
carian adalah: “Perkawinan/Pernikahan 
Anak”, “Perkawinan/Pernikahan Dini”, “Child 
Marriage”, “Perkawinan/Pernikahan Anak 
Indonesia”, “Perkawinan/Pernikahan Dini 
Indonesia”, “Child Marriage Indonesia”, 
“Pencegahan Perkawinan Anak”, “Child Mar-
riage Prevention”, “Dispensasi Perkawinan” 
dan “Child Marriage Dispensation". Untuk 
laporan lembaga non-pemerintah, tinjauan 
juga dilakukan untuk melihat intervensi yang 
sudah dilakukan untuk pencegahan dan pe- 
nanganan perkawinan anak di Indonesia. Hasil 
penelusuran menemukan total 33 publikasi, 
yang diantaranya 26 berbahasa Inggris dan 7 
berbahasa Indonesia. Semua publikasi dibaca 
oleh enam peneliti yang kemudian melakukan 
kategorisasi tematik atas temuan dalam pub-
likasi tersebut. Hasil kategorisasi kemudian 
dianalisis dengan menimbang analisis Susenas 
yang sudah ada, ditriangulasi oleh peneliti lalu 
dituliskan dalam bab diskusi laporan ini. 

12 Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan usia anak
   dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015
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Gambar 3.1.1    Tren Data Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut 

                              Usia Perkawinan Pertama, 2008-2018
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Pada gambar 3.1.1 terlihat bahwa dalam kurun 
waktu sepuluh tahun prevalensi perkawinan 
anak perempuan di Indonesia menunjukkan 
penurunannya tetapi masih landai. 

Pada tahun 2018, perempuan usia 20 – 24 
tahun yang melangsungkan perkawinan perta-
ma baik kurang dari 15 maupun 18 tahun jum-
lahnya masih tinggi. 

Disagregasi menurut daerah tempat tinggal 
menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan 
anak perempuan lebih tinggi di daerah perde-
saan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini 
terlihat pada kelompok perkawinan pertama 
sebelum usia 18 tahun maupun sebelum usia 
15 tahun. Sepanjang tahun 2018, prevalensi 
perempuan 20 – 24 tahun di perdesaan yang 
perkawinan pertamanya sebelum usia 18 
tahun masih lebih tinggi dibandingkan dengan 
di perkotaan (Lampiran Tabel 3.1.a – 3.1.c). 
Persentase perkawinan anak di perdesaan 
adalah 16,87 persen sementara di perkotaan 
hanya 7,15 persen. Namun, gambar 3.1.1. di 
atas juga memperlihatkan penurunan preva- 
lensi di perkotaan yang lebih kecil dibanding-
kan dengan penurunan yang terjadi di desa 
selama 10 tahun terakhir. Hal ini dapat 
menunjukkan bahwa tren penurunan 

perkawinan anak lebih dipengaruhi oleh 
penurunan di daerah perdesaan. Di daerah 
perdesaan, prevalensi perempuan 20–24 tahun 
yang perkawinan pertamanya sebelum usia 15 
tahun mengalami penurunan sebesar 1,8 poin 
persen selama periode 2008–2018 (2,78 men-
jadi 0,95 persen), sedangkan di perkotaan 
penurunannya hanya sebesar 0,3 poin persen 
(0,59 menjadi 0,28 persen). Begitu pula 
dengan perempuan 20–24 tahun yang perka- 
winan pertamanya sebelum usia 18 tahun, baik 
di perdesaan maupun perkotaan mengalami 
penurunan tren dalam kurun waktu 
2008-2018. Prevalensi daerah perdesaan 
menurun sebesar 5,76 poin persen (22,63 
menjadi 16,87 persen) sedangkan di perkotaan 
penurunannya lebih lambat, hanya kurang dari 
satu poin persen (7,82 menjadi 7,15 persen).

Perkawinan Anak di Perdesaan dan PerkotaanA

Perkawinan Anak Berdasarkan Usia Perkawinan PertamaB

<15 <16 <17 <18

Perkotaan Perdesaan Total

Gambar 3.2.1    Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan 

                              Pertama dan Daerah Tempat Tinggal, 2018
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Jika mengacu pada disagregasi berdasarkan 
usia perkawinan pertama, anak perempuan 
berusia 17 tahun cenderung lebih rentan 
terhadap perkawinan baik di perkotaan 
maupun di perdesaan. Hal ini terlihat dari 
peningkatan prevalensi yang paling besar pada 
perempuan 20 – 24 tahun yang perkawinan 
pertamanya sebelum usia 17 tahun dan 
sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan 
peningkatan prevalensi pada umur perkawinan 
pertama yang lain (Gambar 3.2.1). Kesamaan 
antara kedua daerah tempat tinggal tersebut 
adalah prevalensinya semakin meningkat 
seiring bertambahnya usia. Di Indonesia pada 
tahun 2018, prevalensi perempuan 20 – 24 
tahun baik yang perkawinan pertamanya pada 
usia <15, <16, <17, maupun <18 tahun

di perdesaan  cenderung lebih tinggi diban- 
dingkan dengan prevalensi di daerah perkota-
an. Di perkotaan, perempuan 20 – 24 tahun 
yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 
15 tahun prevalensinya kurang dari satu 
persen (0,28 persen), sedangkan di perdesaan 
ada pada 0,95 persen. Akan tetapi, jika dilihat 
prevalensi yang perkawinan pertamanya sebe-
lum usia 18 tahun, perbedaan angkanya 
terpaut cukup besar antara perkotaan dan 
perdesaan yaitu sekitar 10 poin persen di 
mana di perkotaan prevalensinya sebanyak 
7,15 persen sedangkan di perdesaan hampir 
mencapai 17 persen (Gambar 3.2.1).t

Praktik perkawinan anak tidak hanya terjadi pada kalangan anak perempuan, tetapi juga pada 
anak laki-laki. 
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Gambar 3.3.1    Tren Data Persentase Laki-laki Usia 20 – 24 Tahun yang Kawin <18 
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Gambar 3.3.2    Persentase Laki-laki Usia 20 – 24 Tahun yang Melangsungkan Perkawinan

       Sebelum Usia 18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal, 2018
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Di saat prevalensi perkawinan anak perem-
puan trennya menurun, prevalensi perka- 
winan anak laki-laki di Indonesia pada kurun 
waktu 2015 – 2018 menunjukkan tren yang 
cenderung statis. Sekitar 1 dari 100 laki-laki 
20 – 24 tahun (1,06 persen) pada tahun 2018 
telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 
18 tahun. Prevalensi ini meningkat sedikit 
sebesar 0,33 poin persen dibandingkan tahun 
2015 (0,73 persen) (Gambar 3.3.1). Prevalensi 
yang cenderung statis juga terlihat dalam kon-
teks perkawinan anak laki-laki di perdesaan 
dan perkotaan. 

Laki-laki usia 20 – 24 tahun yang perkawinan  
pertamanya sebelum usia 18 tahun di perde-
saan prevalensinya sedikit lebih tinggi diban- 
dingkan perkotaan. Selama periode 2015 – 
2018 prevalensi perkawinan anak laki-laki di 
perkotaan kurang dari satu persen di mana 
pada tahun 2018 sebesar 0,77 persen diband-
ing tahun 2015 (0,39 persen). Sedangkan di 
perdesaan, terdapat sebanyak 1,44 persen 
laki-laki 20 – 24 tahun yang perkawinan perta-
manya sebelum usia 18 tahun. Prevalensi ini 
sedikit meningkat sebesar 0.3 poin persen 
dibanding tahun 2015 (1,14 persen) (Lihat 
Gambar 3.3.2 dan Lampiran Tabel 3.1.g).

Selama periode waktu 2015 - 2018, kenaikan 
dan penurunan prevalensi di level provinsi 
besarannya bervariasi. Terdapat sebanyak 11 
provinsi yang mengalami peningkatan 
prevalensi perempuan 20 – 24 tahun yang 
perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun. 
Peningkatan prevalensi tertinggi terdapat di 
Maluku Utara yaitu sebesar 3,35 poin persen 
(10,01 menjadi 13,36 persen). Di sisi lain, 
prevalensi perempuan 20 – 24 tahun yang 

perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun 
di Kalimantan Selatan mengalami penurunan 
yang terbesar yaitu sebanyak 5,56 poin persen 
(23,19 di tahun 2015 menjadi 17,63 persen di 
tahun 2018). Pada tahun 2018, provinsi 
dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi 
terdapat di Sulawesi Barat. Hal ini karena 
penurunan prevalensi di provinsi ini tergolong 
lambat dari 21,37 persen di tahun 2015 men-
jadi 19,43 persen di tahun 2018. (Lampiran 
Tabel 3.1.d).
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Perkawinan

Anak & 
Pendidikan4

Meskipun bab ini membahas tentang hubung- 
an antara perkawinan anak dengan tingkat 
pendidikan, perlu menjadi catatan bahwa 
data-data yang tercantum dalam bab ini tidak 
dapat menunjukkan korelasi sebab-akibat 
antara dua aspek tersebut. Artinya, belum 
dapat dipastikan apakah perkawinan menjadi  

faktor putus sekolah anak,atau justru karena 
anak putus sekolah maka praktik perkawinan 
anak terjadi. Kesenjangan informasi yang 
ditemukan dalam bab ini justru dapat mem-
bantu pihak-pihak yang berkepentingan meng- 
identifikasi kebutuhan studi lebih lanjut terkait 
perkawinan anak dan pendidikan. 

11 12

>15%

10% - 15%

<10% Sumber: Susenas Maret 2018

Gambar 3.4.1    Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun yang Melangsungkan 

                               Perkawinan Sebelum Usia 18 Tahun menurut Provinsi, 2018

Seluruh provinsi di Pulau Sulawesi dan Kali-
mantan memiliki prevalensi perkawinan anak 
lebih tinggi dari angka nasional. Prevalensi 
perkawinan anak di Pulau Sulawesi berkisar 
antara 14 – 19 persen. Prevalensi tertinggi di 
Provinsi Sulawesi Barat sebesar 19,43 persen, 
sedangkan yang terendah Sulawesi Selatan 
sebesar 14,10 persen. Di sisi lain, rentang 
prevalensi untuk Pulau Kalimantan lebih lebar, 
antara 11,54 persen pada Provinsi Kalimantan 
Timur sampai 19,13 persen yaitu Provinsi Kali-
mantan Tengah.

Di Pulau Sumatera, Provinsi dengan prevalensi 
tertinggi yaitu Bengkulu (14,33 persen) 
sedangkan terendah Provinsi Kepulauan Riau 
(4,68 persen). Provinsi NTB memiliki prevalen-
si perkawinan usia anak tertinggi untuk 
wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara sebesar 
15,48 persen, sedangkan yang terendah 
adalah DKI Jakarta. Lebih lanjut, untuk 
wilayah Maluku dan Papua, Provinsi Maluku 
Utara memiliki prevalensi perkawinan anak 
tertinggi sebesar 13,36 persen, sedangkan 
Provinsi Maluku prevalensinya terendah sebe-
sar 8,94 persen.
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Tabel 4.2.1 memperlihatkan perbedaan persentase perempuan usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun yang menamatkan pendidikan pada tiap 
jenjang, dibandingkan dengan persentase perempuan 20-24 tahun yang menikah setelah usia 18 
tahun. 

14

13 AIPJ.(2014). Baseline study on legal identity: Indonesia's missing millions. 
  Jakarta, Indonesia: AIPJ, dalam BPS-Unicef.2016. Kemajuan yang Tertunda: 
  Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat 
  Statistik, h.18.

Tabel 4.1.1 menunjukkan sebagian besar 
perempuan usia 20-24 tahun baik yang 
melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 
tahun maupun usia 18 tahun ke atas sudah 
tidak bersekolah lagi. Bagi perempuan usia 
20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan 
sebelum usia 18 tahun atau di usia anak, 
persentase yang tidak/belum pernah sekolah 
sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang 
melangsungkan perkawinan di atas 18 tahun. 
Perempuan yang telah melangsungkan 
perkawinan pada usia anak cenderung memili-
ki tingkat pendidikan yang lebih rendah 
dibandingkan dengan mereka yang 
melangsungkan perkawinan pada usia dewasa. 
Sebesar 5,57 persen perempuan usia 20-24 
tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun 
masih bersekolah atau sedikit lebih kecil (4,52 
poin persen) dibandingkan dengan yang 
melangsungkan perkawinan pada usia 18 
tahun ke atas. Data di atas memperlihatkan 
bahwa angka partisipasi sekolah baik bagi 
perempuan usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan pada usia anak 

ataupun pada usia dewasa tidak menunjukkan 
perbedaan yang signifikan.Meskipun begitu, 
apabila dibandingkan dengan yang belum 
menikah, yang masih bersekolah adalah 35,39 
persen. 

Sebagian besar laki-laki usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 
tahun maupun usia 18 tahun ke atas sudah 
tidak bersekolah lagi. Yang menarik, persen-
tase laki-laki yang melangsungkan perkawinan 
pada usia dewasa yang masih bersekolah 
masih lebih kecil, meski tipis, dibanding yang 
mengalami perkawinan anak (Tabel 4.1.2). 
Berbeda dengan anak perempuan, partisipasi 
sekolah laki-laki usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan pada usia anak 
masih lebih besar (8,16 persen) dibanding 
anak perempuan (5,57 persen). Hal ini 
mengindikasikan kemungkinan anak perem-
puan terkena dampak yang lebih berat di 
bidang pendidikan dibandingkan dengan anak 
laki-laki. Laki-laki yang belum kawin dan 
masih bersekolah adalah 24,39 persen.

Sumber: Susenas Maret 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 4.1.2    Persentase Laki-laki Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama, 

             Laki-laki Usia 20-24 Tahun yang Belum Kawin dan Partisipasi Sekolah, 2018

Usia Perkawinan Pertama

(1)

<18

18+

(2)

0,80

0,63

(3)

8,16

8,12

(4)

91,04

Belum Kawin 0,75 24,39 74,86

91,24

Partisipasi Sekolah

Masih BersekolahTidak/Belum Pernah Bersekolah Tidak Bersekolah Lagi
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Tingkat Pendidikan yang DitamatkanB

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 4.2.1    Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan 

                         Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Usia Perkawinan Pertama

(1)

<18

18+

(2)

9,43

10,16

(3)

33,95

15,34

(5)

11,76

45,56

Jenjang Pendidikan Tertinggi  Yang  Ditamatkan

SD/SederajatTidak Tamat SD SMA/Sederajat atau lebih

(4)

44,86

28,94

SMP/Sederajat

Tabel 4.1.1    Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan 

            Pertama dan Partisipasi Sekolah, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Usia Perkawinan 
Pertama

(1)

<18

18+

(2)

0,83

0,49

(3)

5,57

10,09

(4)

93,60

89,42

Partisipasi Sekolah

Masih BersekolahTidak/Belum Pernah Bersekolah Tidak Bersekolah Lagi

Belum Kawin 0,72 35,39 63,89

Partisipasi SekolahA
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Mengacu pada tabel di atas, perbedaan 
signifikan terlihat pada tingkat pendidikan 
yang ditamatkan pada jenjang SMA atau se- 
derajat. Hampir separuh (45,56 persen) 
perempuan usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan pada usia dewasa 
telah menyelesaikan pendidikan menengah ke 
atas (Tabel 4.2.1) dibandingkan dengan 
mereka yang melangsungkan perkawinan pada 
usia anak (11,76 persen). Rendahnya capaian 
pendidikan juga terlihat di antara laki-laki. 
Dari persentase capaian pendidikan dari 
laki-laki usia 

20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan  
sebelum 18 tahun, hampir 69 persen dari 
mereka hanya mencapai jenjang pendidikan 
dasar 9 tahun, sementara yang menamatkan 
pendidikan SMA/sederajat atau lebih hanya 
sebesar 19,23 persen. Di antara laki-laki usia 
20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan 
pada usia 18 tahun ke atas, tingkat pencapaian 
pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan 
mereka yang melangsungkan perkawinan pada 
usia anak, terutama di tingkat SMA/sederajat 
atau lebih (Tabel 4.2.2).

15 16

Berdasarkan Gambar 4.3.1, diketahui bahwa 
rata-rata lama sekolah baik untuk perem-
puan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan setelah usia 18 
tahun lebih tinggi dibandingkan dengan 
mereka yang melangsungkan perkawinan 
sebelum usia 18 tahun. Pada kelompok 
perempuan usia 20-24 tahun, selisih rata-rata 
lama sekolah antara yang melangsungkan 
perkawinan pada usia anak dan usia 18 tahun 
ke atas hampir mencapai dua tahun. 

Perempuan usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan setelah usia 18 
tahun bersekolah lebih lama dua tahun 
dibandingkan dengan perempuan yang 
melangsungkan perkawinan di usia anak dari 
kelompok umur yang sama. Perempuan usia 
20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan 
sebelum usia 18 tahun mempunyai rata-rata 
sekolah sampai kelas 7. Artinya, perempuan 
usia 20-24 tahun yang melangsungkan 
perkawinan sebelum usia 18 tahun rata-rata 
menamatkan pendidikannya pada jenjang 
Sekolah Dasar (SD). Berbeda dengan perem-
puan usia 20-24 tahun yang melangsungkan 
perkawinan setelah usia 18 tahun rata-rata 
sekolahnya sampai dengan tamat SMP.

Sementara itu, selisih rata-rata lama sekolah 
laki-laki usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan pada usia anak 
dan usia 18 tahun ke atas sebesar 1 (satu) 
tahun. Laki-laki usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 
tahun mempunyai rata-rata sekolah sampai 
kelas 8. Artinya, laki-laki pernah kawin usia 
20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan 
pada usia anak rata-rata menamatkan 
pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar 
(SD). Berbeda dengan laki-laki usia 20-24 
tahun yang melangsungkan perkawinan 
setelah usia 18 tahun yang rata-rata 
sekolahnya sampai dengan tamat SMP. Seperti 
halnya pada perempuan, terdapat korelasi 
antara tingkat partisipasi sekolah dan usia 
perkawinan pada laki-laki. Laki-laki yang 
menikah di bawah usia 18 tahun cenderung 
memiliki rata-rata partisipasi sekolah yang 
lebih rendah dibandingkan laki-laki yang 
menikah pada usia dewasa. Namun, perlu 
adanya studi lebih lanjut untuk dapat 
menunjukkan apakah pernikahan usia anak 
menyebabkan seseorang putus sekolah atau 
tingkat partisipasi sekolah yang rendah justru 
membuat seseorang lebih rentan untuk 
dinikahkan pada usia anak. 

13 BPS-Unicef.2016. Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia 
   Anak di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik, h.12.

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 4.2.2    Persentase Laki-laki Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama

                         dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Usia Perkawinan Pertama

(1)

<18

18+

(2)

11,91

11,57

(3)

36,61

22,15

(5)

19,23

38,25

Jenjang Pendidikan Tertinggi  Yang  Ditamatkan

SD/SederajatTidak Tamat SD SMA/Sederajat atau lebih

(4)

32,25

28,03

SMP/Sederajat

Meskipun demikian, masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk dapat menunjukkan korelasi 
sebab akibat antara perkawinan anak dengan tingkat partisipasi sekolah. 

Tingkat pencapaian pendidikan selain dilihat 
dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, juga 
dapat dilihat melalui rata-rata lama sekolah. 
Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata 
jumlah tahun yang dihabiskan seseorang 
untuk menempuh semua jenis pendidikan 

yang pernah dijalani (tidak termasuk tahun 
yang mengulang). Dengan melihat rata-rata 
lama sekolah, akan terlihat di tahun ke berapa 
rata-rata seseorang berhenti sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah C

Sumber: Susenas Maret 2018

Gambar 4.3.1    Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 20-24 Tahun menurut 

                               Jenis Kelamin dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

18+

<18

9.64

7.92
8.05

9,07
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Sumber: Susenas Maret 2018

Gambar 4.3.2    Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Perempuan Usia 20-24 Tahun yang 

       Usia Kawin Pertama Sebelum Usia 18 Tahun, 2018

7-7,99

<6-6,9

DI Yogyakarta (10,02)

8-8,99

≥9

Dilihat di lampiran 4.1.a, menurut provinsi, 
rata-rata lama sekolah perempuan usia 
20-24 tahun yang melangsungkan perka- 
winan anak bervariasi. Hanya terdapat 3 (tiga) 
provinsi yang mempunyai rata-rata lama seko-
lah di atas 9 tahun, yaitu DI Yogyakarta 
(10,02), Aceh (9,39), dan Sulawesi Utara 
(9,35)(Gambar 4.3.2). DI Yogyakarta menem-
pati urutan pertama dengan rata-rata lama 
sekolah perempuan usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan anak lebih dari 9 
tahun, yaitu 10,02 atau setara dengan kelas 1 
SMA. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah 
terendah untuk perempuan usia 20-24 tahun 
yang melangsungkan perkawinan anak berada 
di Provinsi Papua, yaitu sebesar 3,73 atau 
setara dengan kelas 3 SD/sederajat.

Dari 34 provinsi, hanya 14 provinsi di mana 
rata-rata lama sekolah untuk perempuan 
usia 20-24 tahun yang melangsungkan per-
kawinan anak melebihi angka nasional. 
Sementara sisanya, masih berada di bawah 
angka nasional. Pulau Sumatera, Jawa, Kali-
mantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan 
Maluku mempunyai rata-rata lama sekolah di 
atas 7 tahun. Sementara itu, pada beberapa 
provinsi di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara 
Timur, dan Papua masih terdapat provinsi 
dengan rata-rata lama sekolah di bawah 7 
(tujuh) tahun, yaitu Provinsi Nusa Tenggara 
Timur (6,51), Sulawesi Barat (6,51), Gorontalo 
(6,49), dan Papua (3,73) (Lampiran Tabel 
4.1.a).
 

Sementara itu, menurut SUSENAS 2017, di 
antara perempuan 20-24 tahun yang sudah 
menikah, alasan utama mengapa mereka tidak 
bersekolah lagi adalah menikah (47.9 persen 
untuk yang menikah di bawah 18 tahun dan 
42.1 persen untuk menikah di atas 18 tahun). 
Alasan terbesar selanjutnya adalah mengurus 
rumah tangga dan tidak ada biaya sekolah. 
Sedangkan, di antara perempuan 20-24 tahun 
yang belum menikah, 34.94 persen mengaku 
masih bersekolah dan jika tidak bersekolah 
lagi, alasan terbesar mereka adalah karena 
bekerja (30.54 persen), dilanjutkan dengan 
tidak ada biaya sekolah dan merasa pendi-
dikannya sudah cukup (Lampiran Tabel 4.1.b).

Untuk laki-laki yang berusia 20-24 tahun yang 
menikah sebelum umur 18 tahun, alasan 
utama mereka berhenti sekolah adalah 
menikah (41,78 persen), dilanjutkan dengan 
alasan terbesar kedua yakni bekerja (28,90 
persen). Sementara itu, untuk yang menikah 
setelah 18 tahun alasan bekerja atau mencari 
nafkah adalah yang paling banyak disebutkan 
(34,83 persen) dan alasan menikah adalah 
alasan terbesar yang kedua (34,04 persen) 
(Lampiran Tabel 4.1.c).

Papua
(3,73)
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Gambar 5.1.1    Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Kawin Sebelum 

      Usia 18 Tahun  menurut Tingkat Kesejahteraan 

      (Kuintil Pengeluaran), 2018

Gambar 5.1.2    Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan 

      Pertama dan Status Kemiskinan, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

18+

<18

Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4

0.0 20.0 40.0 60.0

Persentase Penduduk Miskin

13.76

80.0 100.0

Kuintil 5

Sumber Susenas Maret 2018

26.76
23.96 20.73

17.40
11.14
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Selanjutnya, Susenas Maret 2018 menunjuk-
kan, perempuan usia 20-24 tahun yang kawin 
pada usia sebelum 18 tahun yang berstatus 
miskin lebih besar dibandingkan yang kawin di 
atas usia 18 tahun, yaitu 13,76 persen  

berbanding 10,09 persen (Gambar 5.1.2). 
Tabel di bawah dapat mengindikasikan bahwa 
kemiskinan bukan menjadi satu-satunya 
faktor pendorong praktik perkawinan usia 
anak. 

10.09

Perkawinan

Anak & 
Kesejahteraan5

Berdasarkan tingkat kesejahteraan, perem-
puan usia 20-24 tahun yang berasal dari 
rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 
terendah cenderung berpeluang lebih besar 
melakukan perkawinan pada usia di bawah 
18 tahun. Sementara itu, mereka yang berasal 
dari rumah tangga dengan tingkat kesejahte- 
raan tertinggi memiliki prevalensi terendah 
dalam melakukan perkawinan sebelum usia 18 
tahun. Pada kelompok kuintil pengeluaran 
pertama, 26,76 persen diantaranya adalah 
rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun 
yang kawin sebelum usia 18 tahun. 

Sementara itu, pada kelompok kuintil penge- 
luaran kedua, ketiga, dan keempat, persen-
tase rumah tangga perempuan usia 20-24 
tahun yang melakukan perkawinan pertama 
sebelum usia 18 tahun masing-masing sebesar 
23,96 persen, 20,73 persen, dan 17,40 
persen. Pada kelompok kuintil pengeluaran 
kelima, yaitu kelompok dengan tingkat kese-
jahteraan tertinggi, persentase rumah tangga 
perempuan usia 20-24 tahun yang kawin 
sebelum usia 18 tahun jauh lebih sedikit 
dibandingkan pada kelompok lainnya, yaitu 
sebesar 11,14 persen (Gambar 5.1.1).

KemiskinanA
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Jika prevalensi perkawinan anak dikaitkan 
dengan persentase penduduk miskin pada 
suatu provinsi, beberapa provinsi yang perlu 
mendapat perhatian yang lebih adalah yang 
berada pada wilayah kanan-atas pada Gambar 
5.1.3. Provinsi-provinsi tersebut meliputi 
Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, 
Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat 
dan Papua. Pada wilayah tersebut, prevalensi 
perkawinan usia anak dan persentase pen-
duduk miskin yang tinggi. Pada wilayah terse-
but dapat coba diupayakan penurunan 
perkawinan usia anak melalui pendekatan 
pengentasan kemiskinan, namun kemiskinan 

bisa jadi bukan satu-satunya penyebab 
perkawinan anak. Sementara itu, perlu adanya 
kajian lebih lanjut untuk provinsi-provinsi yang 
berada pada wilayah kanan-bawah pada 
Gambar 5.1.3, di mana pada provinsi-provinsi 
tersebut memiliki persentase penduduk miskin 
yang cukup rendah namun memiliki prevalensi 
perkawinan anak yang tinggi. Terdapat 11 
provinsi yang teridentifikasi, di antaranya 
adalah Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, 
Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.
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Kuadran VI

Gambar 5.1.3    Penyebaran Prevalensi Perkawinan Anak dan Persentase Penduduk 

       Miskin Seluruh  Provinsi di Indonesia, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018
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Pengeluaran rumah tangga merupakan salah 
satu indikator yang dapat memberikan 
gambaran keadaan kesejahteraan penduduk 
serta mencerminkan pendapatan keluarga14. 
Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan 
kemampuan rumah tangga dalam memenuhi 
kebutuhan sehari-harinya15. Oleh sebab itu, 
informasi terkait pangsa pengeluaran 

pangan dapat menjadi indikator awal kese-
jahteraan rumah tangga. Ketika sebagian 
besar pendapatan harus dialokasikan untuk 
membiayai pengeluaran makanan maka sedikit 
saja gangguan pada pendapatan atau harga 
makanan akan sangat memengaruhi kemam-
puan untuk mengakses makanan.

Rata-rata pangsa pengeluaran pangan 
perempuan usia 20-24 tahun yang kawin 
sebelum usia 18 tahun sedikit lebih tinggi 
daripada perempuan usia 20-24 tahun yang 
kawin di atas usia 18 tahun, yaitu 
masing-masing sebesar 58,92 persen dan 
52,85 persen (Gambar 5.4). Rata-rata pangsa 
pengeluaran pangan tersebut menggambarkan 
bahwa pendapatan perempuan usia 20-24

tahun  yang kawin di atas usia 18 tahun cen- 
derung lebih tinggi daripada perempuan usia 
20-24 tahun yang kawin di bawah usia 18 
tahun. Secara tidak langsung hal ini mengindi-
kasikan bahwa perempuan usia 20-24 tahun 
yang kawin di atas usia 18 tahun cenderung 
lebih sejahtera daripada perempuan usia 
20-24 tahun yang kawin di bawah usia 18 
tahun.  

Gambar 5.2.1    Rata-rata Pangsa Pengeluaran Pangan Perempuan Usia 20-24 Tahun

       menurut Usia Perkawinan Pertama, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018
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14  Sugianti. 2009. Faktor Resiko Obesitas Sentral pada Orang Dewasa di 
   Sulawesi Utara,Gorontalo, dan DKI Jakarta [Skripsi]. Bogor: Fakultas 
   Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

15  Nicholson, W. 1995. Teori Mikroekonomi: Prinsip Dasar dan Perluasan. 
   Jakarta: Binarupa Aksara.

15  Ibid. Hukum Engle menyatakan jika selera tidak berbeda maka persentase 
   pengeluaran untuk makanan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan.
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Sebanyak 13,45 persen perempuan usia 
20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 
tahun berada pada kelompok kerawanan 
pangan rendah. Nilai tersebut masih jauh lebih 
rendah dibandingkan perempuan usia 20-24 
tahun yang kawin usia 18 tahun ke atas, yaitu 
sebesar 24,04 persen. 

Sementara itu, sekitar 12,24 persen perem-
puan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum 
usia 18 tahun berada pada kelompok sangat 
rawan pangan. Sedangkan, pada perempuan 
usia 20-24 tahun yang kawin usia 18 tahun ke 
atas hanya sebesar 7,30 persen (Tabel 5.2.2).

Tabel 5.2.1    Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama 

             dan Kategori Pangsa Pengeluaran Pangan, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Usia Perkawinan Anak

(1)

<18

18+

(2)

13,45

24,04

(3)

38,77

41,82

(5)

12,24

7,30

Kategori Pangsa Pengeluaran Pangan

50-64<50 >75

(4)

35,55

26,85

65-75

Bab ini membahas persentase perempuan usia 
20-24 tahun yang kawin pada usia anak serta 
kaitannya dengan tingkat penerimaan mereka 
dalam mengikuti program-program 
perlindungan sosial. Program perlindungan 
sosial yang dimaksud dalam bab ini mencakup 
program pemerintah untuk mengurangi beban 
pengeluaran dan meningkatkan akses 
masyarakat miskin dan rentan dalam 
pemenuhan kebutuhan pangan pokok (dalam 
hal ini beras)16. Program-program yang 
dimaksud di antaranya: penerimaan beras 
miskin (raskin)/beras sejahtera 
(rastra)/bantuan pangan non tunai (BPNT) 
yang merupakan bantuan sosial pangan dalam 
bentuk natura dan non tunai.

Selain itu, bab ini akan memperlihatkan 
perhitungan persentase kepemilikan jaminan 
kesehatan sebagai salah satu program 
Pemerintah dalam mengurangi dampak 
finansial bagi seseorang apabila mengalami 
risiko kesehatan.  

Salah satu jaminan kesehatan yang sedang 
berjalan di Indonesia saat ini adalah program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS 
Kesehatan yang mengelola JKN menyediakan 
skema pembiayaan, oleh pemerintah yang 
dikhususkan untuk penduduk yang miskin dan 
rentan. Skema ini dikenal dengan nama PBI 
dan penerimanya mengindikasikan kondisi 
sosial ekonomi yang lebih rentan dibanding 
yang tidak menerima PBI.

Bab ini juga akan memperlihatkan persentase 
kepemilikan akta kelahiran sebagai salah satu 
bentuk pemenuhan hak seseorang atas 
identitas hukum. Sementara kepemilikan 
identitas hukum menjadi semakin penting 
untuk mengakses program perlindungan 
sosial17.

Perkawinan

Anak & 
Perlindungan

Sosial

16 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2019. 
   Rangkuman Informasi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)
   2019. http://www.tnp2k.go.id/download/30595190716_Rangkuman%20
   Informasi_Program%20Bansos%20Rastra_USB.pdf

17  Sumner, C., dan Kusumaningrum, S. (2014). Studi Dasar AIPJ Tentang
   Identitas Hukum: Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia. 
   Jakarta, Indonesia: DFAT. 
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Gambar 6.1.1 menunjukkan persentase 
perempuan umur 20-24 tahun yang kawin 
pada usia anak yang rumah tangganya pernah 
membeli/menerima bantuan pangan seperti 
raskin/rastra/BPNT lebih besar (46,95 persen) 
daripada yang kawin pada umur 18 tahun ke 
atas (38,71 persen). 

Mengasumsikan bahwa bantuan sosial selalu 
tepat sasaran, gambar 6.1.1 ini mungkin 
menunjukkan bahwa proporsi perempuan di 
kelompok usia 20-24 tahun yang menikah pada 
usia anak cenderung berasal dari rumah 
tangga miskin yang berhak mendapatkan ban-
tuan sosial. 

Perlindungan Sosial untuk Rumah Tangga MiskinA

Gambar 6.1.1 menunjukkan persentase 
perempuan umur 20-24 tahun yang kawin 
pada usia anak yang rumah tangganya pernah 
membeli/menerima bantuan pangan seperti 
raskin/rastra/BPNT lebih besar (46,95 persen) 
daripada yang kawin pada umur 18 tahun ke 
atas (38,71 persen). Mengasumsikan bahwa 
bantuan sosial selalu tepat sasaran, gambar 
6.1.1 ini mungkin menunjukkan bahwa propor-
si perempuan di kelompok usia 20-24 tahun 
yang menikah pada usia anak cenderung 
berasal dari rumah tangga miskin yang berhak 
mendapatkan bantuan sosial. 

Memiliki Jaminan 

Kesehatan

B

Gambar 6.1.1    Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Rumah Tangganya pernah 

      membeli/menerima raskin/rastra/BPNT menurut Usia Perkawinan 

      Pertama, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

61.29

53.0546.95<18th

18+ th 38.71

Menerima

Tidak Menerima

Tabel 6.2.1

Persentase Perempuan Berusia 20-24 

Tahun menurut Kepemilikan Jaminan

Kesehatan, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Kepemilikan
Jaminan
Kesehatan

(1)

Memiliki Jaminan
Kesehatan

Tidak Memiliki 
Jaminan
Kesehatan

(2)

57,45

42,55

(3)

62,20

37,80

Usia Perkawinan Pertama

18+<18

Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang 
kawin sebelum usia 18 tahun yang memiliki 
jaminan kesehatan lebih kecil dibanding 
persentase perempuan usia 20-24 tahun yang 
kawin setelah usia 18 tahun. Sebanyak 57,45 
persen perempuan usia 20-24 tahun yang 

kawin di usia anak memiliki jaminan kesehatan 
sedangkan yang kawin pada usia dewasa ang-
kanya lebih besar yaitu 62,20 persen. (Tabel 
6.2.1). Sayangnya, Susenas belum bisa 
menunjukkan proporsi penerima PBI di antara 
responden yang memiliki jaminan kesehatan 
tersebut.

Persentase kepemilikan akta kelahiran pada 
anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan 
usia 20-24 yang perkawinan pertamanya sebe-
lum 18 tahun sedikit lebih besar (51,42 
persen), dibanding pada anak-anak yang dila-
hirkan oleh perempuan usia 20-24 yang usia 
perkawinan pertamanya di atas 18 tahun 
(48,33 persen) (dari akta kelahiran yang bisa 
ditunjukkan, Gambar 6.3.1).  

Di antara anak-anak dari perempuan yang 
mengalami kawin anak ada sekitar 12 persen 
yang tidak dapat menunjukkan akta anaknya 
tersebut meski mengaku sudah memiliki akta. 
Di sisi lain, masih ada 36,3 persen anak yang 
tidak memiliki akta kelahiran, dan sekitar 0,36 
persen yang tidak tahu memiliki akta kelahiran 
atau tidak.

Kepemilikan Akta KelahiranC
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Gambar 6.3.1    Prevalensi Kepemilikan Akta Kelahiran menurut Usia Perkawinan 

       Pertama, 2018 

Sumber: Susenas Maret 2018
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Pola yang sama juga ditunjukkan pada kepemi-
likan akta kelahiran anak yang dilahirkan oleh 
perempuan usia 20-24 tahun yang usia 
perkawinannya 18 tahun ke atas. Sekitar 48,33 
persen anak dari kelompok tersebut yang 
memiliki akta kelahiran dan dapat  

menunjukkan, dan sekitar 11,92 persen tidak 
dapat menunjukkan. Kemudian, masih ada 
sekitar 39,30 persen anak yang tidak memiliki 
akta kelahiran. Sisanya 0,23 persen yang tidak 
mengetahui memiliki akta kelahiran atau tidak. 7

28

Perkawinan

Anak & 

Kesehatan

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan 
pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan 
risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun 
pada anak. Kehamilan di usia yang sangat 
muda ini berkorelasi dengan angka kematian 
dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak 
perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima 
kali lipat meninggal saat hamil maupun 
bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 
tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali 
lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka 
kematian ibu usia di bawah 16 tahun di 
negara-negara dengan pendapatan menengah 
dan rendah bahkan lebih tinggi hingga enam 
kali lipat18.

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses 
mengandung maupun melahirkan, sehingga 
dapat terjadi komplikasi. Kehamilan pada usia 
perempuan yang masih sangat muda juga 
berisiko pada kematian ibu dan bayi, kelainan 
pada bayi atau cacat bawaan lahir, tekanan 
darah tinggi dan bayi lahir prematur, bayi lahir 
dengan berat badan di bawah normal, 
penyakit menular seksual, dan depresi 
pasca-melahirkan19.

18 Fadlyana, E., & Larasaty, S. 2016. Pernikahan usia dini dan permasalahannya. 
   Sari Pediatri, 11(2), 136-41
19 Anjarwati. (2017). Increasing the minimum age of marriage program to 
   improve maternal and child health in Indonesia. AIP Conference Proceedings 
   1868, 090003 (2017). doi: 10.1063/1.4995195
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Sumber: Susenas Maret 2017

Tabel 7.1.1   Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan 

                         Pertama dan Usia Hamil Pertama Kali, 2017

Usia 
Perkawinan 

Anak

(1)

<18

18+

(2)

1,95

0,00

Usia Hamil Pertama

<15

<15

15+

46,84

0,00

(3)

4,70

0,00

15

17,13

0,92

(4)

17,53

0,00

16

7,78

3,98

(5)

38,90

0,00

17

6,21

8,94

(6)

20,57

11,18

18

2,55

13,43

(7)

7,46

19,11

19

6,06

16,54

(8)

4,91

52,34

20+

3,90

41,84

(9)

3,97

17,36

Belum Pernah
Hamil

9,53

14,34

(8)

100,00

100,00

Total

100,00

100,00

Menurut Susenas 2017, persentase perempuan 
usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 
18 tahun dan usia hamil pertamanya sebelum 
usia 18 tahun ada sebanyak 63,08 persen. 
Artinya, hampir 2 dari 3 perempuan usia 20-24 
tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun 
hamil pertama kali juga di bawah usia 18 tahun 
dengan rincian: sebanyak 1,95 persen yang 
saat hamil pertama kali berumur di bawah 15 
tahun, sebesar 4,70 persen hamil pertama kali 
berumur 15 tahun, sebesar 17,53 persen hamil 
pertama kali berumur 16 tahun, dan sebesar 
38,90 persen hamil pertama kali berumur 17 
tahun. 

Sementara itu, persentase perempuan usia 
20-24 tahun yang kawin usia 18 tahun ke atas, 
lebih dari separuhnya hamil pertama berusia 
20 tahun ke atas (52,34 persen) dan sebesar 
30,29 persen hamil pada usia 18-19 tahun, 
sedangkan sisanya yaitu sebesar 17,36 persen 
tidak pernah hamil.  

Perlu dicermati, perempuan usia 20-24 tahun 
yang kawin sebelum usia 15 tahun dan usia 
saat kehamilan pertamanya juga sebelum usia 
15 tahun ada sebanyak 46,84 persen atau 
hampir separuhnya. Bahkan, yang kehamilan 
pertamanya masih di usia anak cukup besar 
yaitu 77,96 persen yang berarti 3 dari 4 perem-
puan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum 
usia 15 tahun, hamil pada saat usia mereka 
masih tergolong anak-anak (<18 tahun).  Dili-
hat dari tabel 7.1.1, ada hubungan yang erat 
antara kehamilan dan perkawinan anak.
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BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) diartikan 
sebagai bayi yang lahir dengan berat badan 
kurang dari 2500 gram. 20BBLR merupakan 
prediktor tertinggi angka kematian bayi, teru-
tama dalam satu bulan pertama kehidupan. 
Berdasarkan studi epidemiologi, bayi BBLR 
mempunyai risiko kematian 20 kali lipat lebih 
besar dibandingkan dengan bayi yang lahir 
dengan berat badan normal21. Bayi yang lahir 
dengan berat badan di bawah maupun di atas 
batas normal berisiko mengalami sejumlah 
gangguan kesehatan. Namun semua itu 
bergantung pada banyak hal, misalnya sebera-
pa rendah berat badan bayi saat lahir, perkem-
bangan berat badannya, hingga pola makan 
dan lingkungan tempat tinggal bayi. Ibu hamil 
yang mengalami diabetes, atau memiliki 
kelebihan berat badan atau obesitas, berisiko 
melahirkan bayi dengan berat badan di atas 
batas normal. Meski begitu, tidak semua bayi 
yang kekurangan atau kelebihan berat badan 
akan bermasalah selama mendapat penga-
wasan lebih dari dokter setelah lahir.

Stunting adalah salah satu permasalahan Kese- 
hatan yang sering dihadapi anak di bawah lima 
tahun. 22Stunting dapat menyebabkan pertum-
buhan anak menjadi lambat, rendahnya daya 
tahan tubuh dan kecerdasan yang kurang. 
BBLR adalah salah satu faktor yang mempe- 
ngaruhi kejadian stunting secara langsung23. 

Persentase bayi dengan berat badan kurang 
sedikit lebih besar (14,95 persen) yang lahir 
dari perempuan yang pernah kawin di usia 
anak dibanding dengan yang lahir dari perem-
puan yang tidak pernah mengalami kawin anak 
(13,57 persen).Hampir tidak ada perbedaan 
yang signifikan antara perempuan usia 20-24 
tahun yang menikah pada usia kurang dari 15 
tahun maupun 18 tahun ke atas dalam hal 
melahirkan bayi di bawah 2,5 kg sama-sama 
berkisar 13-14 persen.  Persentase perempuan 
usia 20-24 tahun yang menikah usia 18 tahun 
ke atas, lebih besar kemungkinannya melahir-
kan bayi dengan berat badan di atas 2,5 kg 
dibandingkan dengan mereka yang menikah di 
bawah usia 18 tahun (81,75 persen berbanding 
76,33 persen).  Demikian halnya dengan 
perempuan usia 20-24 tahun yang menikah 
usia 15 tahun ke atas, lebih besar kemung- 
kinannya melahirkan bayi dengan berat badan 
di atas 2,5 kg dibandingkan dengan mereka 
yang menikah di bawah usia 15 tahun (80,98 
persen berbanding 70,05 persen).

Berat Badan Bayi yang Dilahirkan dalam 2 Tahun TerakhirA

20 Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2014). Kondisi
   Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia. Jakarta: Pusat Data
   dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
21  WHO, UNICEF. (2004). Low birth weight country, regional and global 
    estimates. New York: WHO

22  Nasution, D., Nurdiati, D.S. dan Huriyati, E. (2014). Berat badan lahir rendah
    (BBLR) dengan kejadian stunting pada anak usia 6-24 bulan. Jurnal Klinik 
    Gizi Indonesia Volume 11 No. 01.
23  Ibid
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Masih ada sebanyak 10,89 persen bayi yang 
dilahirkan oleh perempuan usia 20-24 tahun 
yang kawin sebelum usia 15 tahun ternyata 
tidak ditimbang. Artinya dari 10 bayi yang 
dilahirkan oleh perempuan usia 20-24 tahun 
yang kawin sebelum usia 15 tahun, satu di 
antaranya kehilangan catatan perkembangan 
berat badannya. 

Padahal, pantauan terhadap berat badan pada 
bayi baru lahir jadi hal yang sangat krusial. Hal 
ini karena berat badan merupakan panduan 
untuk mengetahui apakah nutrisi yang 
didapatkan bisa terserap dengan baik atau 
tidak. Pemberian gizi dan nutrisi ini akan jadi 
'modal' bagi pertumbuhan fisik dan otak bayi. 

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 7.2.1    Persentase Perempuan Usia 20-24 tahun menurut Usia Perkawinan 

                        Pertama dan Berat Badan Bayi yang Dilahirkan 2 Tahun Terakhir, 2018

Usia Perkawinan 
Anak

(1)

<18

18+

(2)

14,95

13,57

Usia Hamil Pertama

<2,5 kg

<15

15+

14,98

13,78

(3)

76,33

81,75

≥2,5 kg

70,05

80,98

(4)

5,57

2,50

10,89

2,92

Tidak Ditimbang

(5)

3,15

2,18

4,08

2,32

Tidak Tahu

(6)

100,00

100,00

Total

100,00

100,00

Persalinan yang bersih dan aman adalah persa-
linan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 
(nakes) yang telah ahli, menggunakan alat 
yang bersih dan steril, serta tempat yang 
bersih di fasilitas kesehatan (faskes).  Alasan 
mengapa persalinan harus bersih dan aman di 
antaranya mencegah infeksi dan komplikasi 
pada persalinan seperti perdarahan.  Manfaat 
dari persalinan yang bersih dan aman di 
antaranya: (1) pasien mendapatkan pelayanan 
sesuai standar kesehatan sehingga 

mengurangi komplikasi persalinan, (2) jika 
mendapat masalah dalam persalinan segera 
mendapat pertolongan, (3) penggunaan alat 
dalam menolong persalinan adalah bersih dan 
steril, (4) mengurangi resiko kematian ibu dan 
bayi, (5) menambah wawasan ibu-ibu tentang 
manfaat bersalin di nakes, (6) menambah 
wawasan ibu-ibu tentang kerugian tidak bersa-
lin di nakes, dan (7) mencegah terjadinya kom-
plikasi dalam persalinan.

Fasilitas Persalinan dan LaktasiB

Tabel 7.3.1     Persentase Penduduk Perempuan Berumur  20-24 Tahun menurut Usia 

                          Perkawinan Pertama, Fasilitas Melahirkan, dan Inisiasi  Menyusui Dini 

                           (IMD), 2017

Sumber: Susenas Maret 2017

Usia Perkawinan 
Anak

(1)

<18

18+

(2)

22,13

34,13

Fasilitas Melahirkan Melakukan IMD

Faske/Nakes

<15

15+

21,63

31,48

(3)

8,32

7,97

Lainnya

9,71

8,03

(4)

18,83

28,76

14,73

26,60

Ya

(5)

11,62

13,34

16,61

12,91

Tidak

Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang 
menikah sebelum usia 15 tahun yang melahir-
kan di bukan faskes/nakes lebih besar (9,71 
persen) daripada persentase yang sama di 
antara yang menikah pada usia 15 tahun ke 
atas (8,03 persen). Sementara itu yang 
menikah pada usia 18 tahun ke atas dan mela-
hirkan di faskes/nakes angkanya paling tinggi 
yaitu mencapai 34,13 tahun berbeda 12 poin 
persen dengan yang menikah sebelum usia 18 
tahun yaitu hanya 22,13 persen (Tabel 7.3.1).

Inisiasi Menyusui Dini atau permulaan menyu-
sui dini mendukung manfaat ASI yang telah 
terbukti berperan penting sebagai sumber 
makanan utama dan membantu memperkuat 
sistem kekebalan bayi baru lahir untuk melin- 
dunginya dari berbagai penyakit.  Berbagai 
manfaat inisiasi menyusui dini bagi ibu dan 
bayi, antara lain: Meningkatkan kesempatan

bayi memperoleh kolostrum. ASI dan kolos-
trum adalah makanan terbaik bagi bayi. Selain 
itu manfaat IMD juga mendukung keberhasilan 
ASI eksklusif, memperkuat hubungan ibu dan 
bayi, dan meningkatkan kesehatan bayi.

Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang 
menikah pada usia 18 tahun ke atas yang 
melakukan inisiasi menyusui dini mencapai 
28,76 persen, jauh berbeda dengan mereka 
yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu 
hanya sebesar 18,83 persen.  Sementara itu 
perempuan usia 20-24 tahun yang menikah 
pada usia 15 tahun ke atas  yang melakukan 
inisiasi menyusui dini juga cukup tinggi yaitu 
26,60 persen dibandingkan dengan mereka 
yang menikah sebelum usia 15 tahun yang 
hanya 14,73 persen (Tabel 7.3.1).

Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda



24  Badan Pusat Statistik. 2018. Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Februari 2018. BPS.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilaku-
kan oleh seseorang dengan maksud memper-
oleh atau membantu memperoleh pendapatan 
atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak 
terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan 
tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak 
dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ 
kegiatan ekonomi. Sementara itu, seseorang 
dikatakan punya pekerjaan tetapi sementara 
tidak bekerja adalah jika seseorang yang mem-
punyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang 
lalu sementara tidak bekerja karena berbagai 
sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panenan, 
mogok dan sebagainya24. 

Terdapat beberapa indikator mengenai 
ketenagakerjaan, salah satunya adalah rasio 
penduduk yang bekerja terhadap jumlah 
penduduk atau Employment to Population 
Ratio (EPR). EPR didefinisikan sebagai proporsi 
penduduk umur kerja yang berstatus bekerja 
terhadap penduduk umur kerja. EPR termasuk 
pekerjaan di sektor formal dan informal.

25  International Labour Organization. World Employment and Social Outlook: 
   Trends 2019.  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
   dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf

Employment to Population Ratio (EPR)A

33

8
Perkawinan

Anak & 
Ketenaga-
kerjaan

Berdasarkan Gambar 8.1.1, terlihat bahwa 
pada tahun 2018, EPR penduduk laki-laki 
usia 20-24 tahun lebih tinggi dari pada EPR 
penduduk perempuan usia 20-24 tahun. EPR 
penduduk laki-laki usia 20-24 tahun sekitar 
1,6 kali dari EPR penduduk perempuan usia 

20-24 tahun. Kesenjangan gender di pasar 
tenaga kerja muncul dari banyak faktor yang 
saling terkait, termasuk norma sosial, peran 
gender, dan kendala sosial-ekonomi yang 
sering berakar dalam masyarakat25.

Perempuan Laki-laki
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

43,62

71,78

100.00

Sumber: Susenas Maret 2018

Gambar 8.1.1   Employment to Population Ratio  Penduduk Usia 20-24 Tahun menurut 

     Jenis Kelamin, 2018 
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100.00

Sumber: Susenas Maret 2018

Gambar 8.1.2   Employment to Population Ratio Penduduk Usia 20-24 Tahun menurut 

                              Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2018 

Perempuan Laki-laki

66,38

32,46

56,31

75,65

59,86

92,50
95,79

54,15
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Jika dilihat berdasarkan status perkawinan, 
terdapat perbedaan pola EPR antara laki-laki 
dan perempuan di tahun 2018. EPR 
perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus 
kawin lebih rendah dibandingkan dengan 
kategori lainnya yakni sebesar 32,46 persen. 
Sedangkan, EPR laki-laki usia 20-24 tahun 

yang terendah adalah yang berstatus belum 
kawin yakni sebesar 66,38 persen. Sementara 
itu, EPR perempuan usia 20-24 tahun yang 
tertinggi adalah yang berstatus cerai mati 
yakni hampir 60 persen. Pada EPR laki-laki 
usia 20-24 tahun yang tertinggi adalah yang 
berstatus kawin, yakni sebesar 95,79 persen.

Secara keseluruhan, EPR penduduk usia 20-24 
tahun yang melangsungkan perkawinan sebe-
lum usia 18 tahun, sedikit lebih rendah 
dibandingkan dengan yang melangsungkan 
perkawinan pada usia 18 tahun ke atas, baik 
laki-laki maupun perempuan. 

Tetapi EPR perempuan usia 20-24 tahun di 
perdesaan menunjukkan pola sebaliknya, EPR 
perempuan usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 
tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan yang 
melangsungkan perkawinan pada usia 18 
tahun ke atas.

Tabel 8.1.3   Employment to Population Ratio  Penduduk  Usia  20-24 Tahun menurut 

           Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Jenis Kelamin &
Daerah Tempat Tinggal

(1)

Perempuan

(2)

33,07

(3)

33,47

Perkotaan 34,55 36,65

Perdesaan 32,20 30,56

Laki-Laki 93,64 95,42

Perkotaan 91,12 94,94

Perdesaan 95,47 95,79

Usia Perkawinan Pertama

18+<18

Distribusi penduduk yang bekerja menurut 
lapangan usaha pada publikasi ini dibagi 
menjadi 3 kategori yaitu sektor pertanian 
(pertanian, kehutanan, dan perikanan), sektor 
industri (pertambangan dan penggalian; 
industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, 
uap/air panas, dan udara dingin; pengadaan 
air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan 
daur ulang sampah, limbah, dan aktifitas 
remediasi; dan konstruksi), dan sektor 
jasa-jasa (perdagangan besar dan eceran),  

reparasi dan perawatan mobil dan sepeda 
motor; pengangkutan dan pergudangan, 
penyediaan akomodasi dan penyediaan makan 
minum, informasi dan komunikasi, aktivitas  
keuangan dan asuransi, real estate, aktivitas 
profesional, ilmiah dan teknis; jasa adminis-
trasi; administrasi pemerintahan, pertahanan, 
dan jaminan sosial wajib;  jasa pendidikan; 
jasa kesehatan dan kegiatan sosial; kesenian, 
hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya)26.

Walau EPR untuk yang menikah sebelum dan 
sesudah 18 tahun tidak jauh berbeda, jenis 
pekerjaan mereka terlihat berbeda di table 
8.2.1. Perbedaan ini terlihat lebih jauh di 
kelompok perempuan. Sebagian besar 
pekerja perempuan usia 20-24 tahun pernah 
kawin, bekerja pada sektor jasa, baik yang 
melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 
tahun, maupun yang melangsungkan  per-
kawinan pada usia 18 tahun ke atas.

Hal yang menarik ditunjukkan pada sektor 
pertanian, sekitar 33,16 persen pekerja 
perempuan usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 
tahun bekerja di sektor tersebut. Sementara 
itu, untuk pekerja perempuan usia 20-24 
tahun yang melangsungkan perkawinan pada 
usia 18 tahun ke atas, hanya sekitar 18,86 
persen yang bekerja pada sektor pertanian. 

Lapangan UsahaB

Tabel 8.2.1     Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun yang Bekerja menurut Sektor 

                          Usaha, Jenis Kelamin, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Sektor Usaha

(1)

Pertanian

Industri

(2)

33,16

21,86

Perempuan Laki-Laki

<18

Jasa 44,98

(3)

18,86

23,09

18+

58,05

(4)

32,97

33,70

33,33

<18

26  International Labour Organization. 2015. KILM 4. Employment by sector. 
    ILO. https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-
    databases/kilm/WCMS_422402/lang--en/index.htm

(5)

29,53

29,58

40,89

18+

Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda
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Jika dibandingkan dengan pekerja perem-
puan usia 20-24 tahun, pekerja laki-laki usia 
20-24 tahun menunjukkan sebaran yang ber-
beda. Sebagian besar pekerja laki-laki usia 
20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan 

pada usia 18 tahun ke atas, bekerja pada 
sektor jasa. Sementara itu, untuk pekerja 
laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan 
perkawinan sebelum usia 18 tahun ke atas, 
mayoritas bekerja di sektor industri.

Bila ditinjau berdasarkan daerah tempat ting-
gal, terdapat perbedaan sebaran antara 
pekerja usia 20-24 tahun yang melangsung-
kan perkawinan sebelum usia 18 tahun yang 
tinggal di perkotaan dengan yang tinggal di 
perdesaan. Di perkotaan, pekerja perempuan 
usia 20-24 tahun yang melangsungkan 
perkawinan sebelum usia 18 tahun mayoritas 
bekerja di sektor jasa yakni sebesar 61,79 
persen, sedangkan di perdesaan mayoritas 
bekerja di sektor pertanian yakni sebesar 
49,37 persen. 

Hal yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh seb-
aran pekerja laki-laki usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan sebelum usia 18. 
Di perkotaan, pekerja laki-laki usia 20-24 
tahun yang melangsungkan perkawinan sebe-
lum usia 18 tahun mayoritas bekerja di sektor 
industri yakni sebesar 47,54 persen, sedang-
kan di perdesaan mayoritas bekerja di sektor 
pertanian yakni sebesar 51,98 persen.

Tabel 8.2.2    Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun yang Melangsungkan Perkawinan

             Sebelum Usia 18 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, Daerah 

             Tempat Tinggal, dan Sektor Usaha, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Jenis Kelamin Dan
Daerah Tempat Tinggal

(1)

Perempuan

(2)

33,16

Pertanian

(3)

21,86

Industri

(4)

44,98

Jasa

(5)

100,00

Perkotaan 7,69 30,51 61,79 100,00

Pedesaan 49,37 16,35 34,28 100,00

Laki-Laki 32,97 33,70 33,33 100,00

Perkotaan 5,34 47,54 47,13 100,00

Pedesaan 51,98 24,18 23,84 100,00

TOTAL

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usa-
ha/kegiatan. Adapun status/kedudukan dalam pekerjaan utama dikategorikan menjadi enam, 
antara lain27:

Berusaha sendiri adalah seseorang yang bekerja atau berusaha dengan menanggung 
risiko secara ekonomis, yang ditandai dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang 
telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja 
dibayar maupun pekerja tak dibayar.

Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja 
atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak diba-
yar dan/atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.

Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah seseorang yang berusaha atas risiko 
sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap 
yang dibayar.

Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instan-
si/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang 
maupun barang.

Pekerja bebas adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang 
tidak tetap.

Pekerja keluarga atau tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain 
yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Status/Kedudukan dalam Pekerjaan UtamaC

27  Badan Pusat Statistik. 2017. Buku 4 Konsep dan Definisi Susenas Maret 
    2018. Jakarta: BPS
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Tabel 8.3.1    Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun yang Bekerja menurut Status/

                         Kedudukan dalam Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin, dan Usia Perkawinan 

                         Pertama, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Status/Kedudukan Dalam
Pekerjaan Utama

(1)

Berusaha Sendiri

(2)

22,47

(3)

17,42

(4)

20,37

(5)

17,22

Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 5,57 5,22 7,15 7,02

Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 0,60 0,80 2,90 1,84

Buruh/karyawan/pegawai 36,09 52,53 44,44 52,30

Pekerja bebas 8,39 4,01 21,07 15,35

Pekerja keluarga/tidak dibayar 26,88 20,00 4,07 6,27

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00

<18

Perempuan Laki-Laki

18+ <18 18+

Jika dilihat berdasarkan usia perkawinan 
pertama, pekerja usia 20-24 tahun yang 
melangsungkan perkawinan pada usia 18 
tahun ke atas maupun pada usia yang lebih 
muda, memiliki sebaran yang serupa. Mayori-
tas pekerja usia 20-24 tahun pernah kawin, 
bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Di 
samping itu, pekerja perempuan usia 20-24 
tahun pernah kawin, juga banyak bekerja 
sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar, baik 

yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 
tahun ke atas maupun pada usia yang lebih 
muda. Lain halnya dengan pekerja laki-laki, 
persentase pekerja laki-laki usia 20-24 tahun 
yang bekerja sebagai Pekerja keluarga/tidak 
dibayar, cukup rendah yakni hanya sekitar 4,07 
persen untuk yang melangsungkan perkawinan 
sebelum usia 18 tahun dan 6,27 persen untuk 
yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 
tahun ke atas.

Secara sederhana kegiatan formal dan infor-
mal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi 
berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal 
mencakup status berusaha dengan dibantu 

buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, 
sisanya termasuk pekerja informal28.

Pekerja Sektor InformalD

28  Wodon, Quentin T.; Savadogo, Aboudrahyme; Kes, A.. 2017. Economic impacts 
    of child marriage : work, earnings and household welfare brief (English). Economic
    Impacts of Child Marriage. Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.
    worldbank.org/curated/en/312761498512784050/Economic-impacts-of-child-
    marriage-work-earnings-and-household-welfare-brief

Tabel 8.4.1    Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun yang Bekerja menurut Sektor

             Pekerjaan,  Jenis Kelamin, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Sektor Pekerjaan

(1) (2) (5)

Formal 36,69 54,13

Informal

TOTAL

63,31 45,87

Perempuan Laki-Laki

18+

(4)

47,34

52,66

18+<18

(3)

53,34

46,66

100,00 100,00100,00100,00

<18

Tabel 8.4.2    Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun yang Melangsungkan Perkawinan 

             Sebelum Usia 18 Tahun yang Bekerja menurut Sektor Pekerjaan, Jenis

             Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Sektor Pekerjaan

(1) (2) (5)

Formal 54,54 37,97

Informal

TOTAL

45,46 62,03

Perempuan Laki-Laki

Pedesaan

(4)

60,95

39,05

PedesaanPerkotaan

(3)

25,32

74,68

100,00 100,00100,00100,00

Perkotaan

Pekerja perempuan usia 18 tahun ke bawah 
lebih mungkin untuk bekerja di sektor infor-
mal apabila dibandingkan dengan perem-
puan dalam kelompok umur yang sama yang 
menikah setelah 18 tahun dan bekerja.  Pola 
yang sama terjadi pada pekerja laki-laki usia 
20-24 tahun pernah kawin.

Jika membandingkan antara pekerja perem-
puan dan laki-laki 20-24 tahun pernah kawin 
yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 
18 tahun yang bekerja di sektor formal, terli-
hat bahwa persentase pekerja laki-laki lebih 
tinggi dibandingkan perempuan yakni 47,34 
persen berbanding 36,69 persen. 
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Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan daerah 
tempat tinggalnya, terdapat sebaran yang 
berbeda antara perkotaan dengan perdesaan. 
Di perkotaan, mayoritas pekerja perempuan 
usia 20-24 tahun yang melangsungkan 
perkawinan sebelum usia 18 tahun, bekerja di 
sektor formal yakni sebesar 54,54 persen, 
sedangkan di perdesaan mayoritas bekerja 
sektor informal yakni sebesar 74,68 persen.  

29Hal yang sama juga ditunjukkan pekerja 
laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan 
perkawinan sebelum usia 18 tahun. Di perko-
taan, mayoritas pekerja laki-laki usia 20-24 
tahun yang melangsungkan perkawinan sebe-
lum usia 18 tahun, bekerja di sektor formal 
yakni sebesar 60,95 persen, sedangkan di 
perdesaan mayoritas bekerja sektor informal 
yakni sebesar 62,03 persen.

Diskusi

29  Hal yang sama juga berlaku untuk yang menikah di atas 18 tahun di mana 
    perempuan di perdesaan lebih banyak bekerja di sektor informal.

9
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Data Susenas 2018 menunjukkan 1 dari 9 anak 
perempuan menikah dan jumlah  perempuan 
umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 
berumur 18 tahun diperkirakan mencapai 
1.220.900 perempuan. 30Walaupun persen-
tase perkawinan usia anak untuk perempuan 
terus menurun setiap tahunnya, penurunan 
tersebut tergolong masih sangat lambat dan 
angka absolut untuk perkawinan anak yang 
terjadi menempatkan Indonesia pada urutan 
ke-8 (delapan) di dunia31. 

Hal ini diperkuat oleh Data Susenas 2018 yang 
menunjukkan penurunan prevalensi perka- 
winan anak yang masih landai. Maraknya 
praktik perkawinan anak juga dapat dilihat 
dari meningkatnya angka permohonan dispen-
sasi perkawinan di Pengadilan Agama. Data 
dari AIPJ pada tahun 2018 menyebutkan 
bahwa Pengadilan Agama menerima permo-
honan dispensasi 20 kali lebih banyak diban- 
dingkan dengan pada tahun 2005 (dari 631 
perkara di tahun 2005 ke 13.880 perkara pada 
tahun 2018).32 

30 Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan usia anak 
  dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015
31 Girls Not Brides. (2019). Indonesia. Retrieved from: 
   https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/indonesia/
32 Ibid

32 Gaston, Misunas & Cappa. Child marriage among boys: a global overview of 
   available data. Vulnerable Children and Youth Studies. Vol 14 Issue 3 (2019), 
   pp. 219-228.  Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/
   17450128.2019.1566584
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Baik Susenas 2018 dan studi literatur mene-
mukan bahwa kelompok anak yang lebih 
rentan terhadap perkawinan anak adalah 
kelompok anak perempuan, kelompok anak 
yang miskin, berada di perdesaan dan memiliki 
pendidikan rendah. Perkawinan anak laki-laki 
tidak banyak ditemukan. Selain karena persen-
tasenya kecil menurut Susenas, penelitian 
terhadap kelompok ini masih relatif lebih 
sedikit33.

Temuan studi ini memperkuat pandangan 
bahwa praktik perkawinan anak berakar dari 
berbagai aspek, baik individu, keluarga, komu-
nitas, maupun struktural. Hal ini sejalan 
dengan kerangka ekologis oleh WHO yang 
menerangkan bahwa tidak ada satu faktor 
yang dapat menjelaskan kenapa suatu kelom-
pok bisa lebih berisiko terhadap isu yang 
dianalisis, termasuk perkawinan anak34. 

Secara umum, studi ini mengidentifikasi 
beberapa faktor yang erat kaitannya dengan 
praktik perkawinan anak, seperti faktor 
ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, 
perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan. 
Beberapa faktor yang tersebut juga secara 
bersamaan menjadi pendorong dan juga men-
jadi pelindung untuk mencegah praktik 
perkawinan anak, selama digunakan dengan 
pendekatan yang tepat.

Mengacu pada temuan Susenas 2018 dan studi 
literatur, bab ini akan membahas faktor-faktor 
apa yang meningkatkan risiko anak dikawinkan 
dan apa yang mendukung upaya pencegahan 
praktik perkawinan anak. Bab ini juga akan 
memaparkan bagaimana kebijakan Pemerintah 
dapat mendukung upaya mengurangi preval-
ensi perkawinan anak di Indonesia. 

Data Susenas 2018 memperlihatkan tingkat 
pencapaian pendidikan yang lebih tinggi untuk 
yang menikah di atas 18 tahun. Untuk perem-
puan, hampir separuh (45,56 persen) yang 
menikah di usia dewasa menyelesaikan seko-
lah menengah atas (SMA). Rata-rata lama 
sekolah baik untuk perempuan maupun 
laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsung-
kan perkawinan setelah usia 18 tahun lebih 
tinggi dibandingkan dengan mereka yang 
melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 
tahun.

Meskipun temuan ini tidak dapat menunjukkan 
hubungan sebab akibat antara praktik perka- 
winan anak dengan partisipasi sekolah, patut 
digarisbawahi bahwa pendidikan dapat menja-
di salah satu pendekatan untuk mencegah 
praktik perkawinan anak. Dewi & Dartanto 
(2018) mengemukakan bahwa adanya sekolah 
menengah dan pelatihan keterampilan mengu-
rangi kemungkinan anak perempuan menikah 
di usia anak. 

Faktor Risiko dan Pelindung: Mengatasi Akar Masalah 

dari Perkawinan Anak 

A

Faktor Pendidikan

33 Gaston, Misunas & Cappa. Child marriage among boys: a global overview of 
    available data. Vulnerable Children and Youth Studies. Vol 14 Issue 3 (2019),
    pp. 219-228.  Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/
    17450128.2019.1566584
34 WHO. (2019). The Ecological Framework. Retrieved from: https://www.who.int
   /violenceprevention/approach/ecology/en/

35 Dewi, L. P. R. K.,  & Dartanto, T. (2018). Natural disasters and girls
   vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shocks in 
   Indonesia? Vulnerable Children and Youth Studies. doi: 10.1080/17450128.
   2018.1546025
36 Paul, Pintu. 2019. Effects of education and poverty on the prevalence of girl
   child marriage in India: A district–level analysis. Children and Youth Services
   Review 100 (2019) 16-21

37 Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M. & Minnick, E. (2018). 
   An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. 
   BMC Public Health (2018): 18, 407, doi: 10.1186/s12889-018-5313-0; CPPS 
   GMU & Plan Indonesia. (2011). Final Report: Child Marriage in Indonesia, 
   Marshan, J.N., Rakhmadi, M.F., Rizky, M. (2013). Prevalence of Child Marriage
   and Its Determinants among Young Women in Indonesia. Conference Paper on
   "Child Poverty and Social Protection", UNICEF - Bappenas - SMERU.
38  Marshan, J.N., Rakhmadi, M.F., Rizky, M. (2013). Prevalence of Child 
    Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia. 
    Conference Paper on "Child Poverty and Social Protection", UNICEF - 
    Bappenas - SMERU.t.

Setiap tambahan dari salah satu fasilitas ini 
dapat mengurangi kemungkinan perkawinan 
anak terjadi sebesar 1,3 poin persen (sekolah 
menengah) dan 0,46 poin persen (institusi 
pelatihan)35.

Berbeda dengan temuan di atas, Susenas 
Maret 2018 justru menunjukkan sedikit 
perbedaan terkait tingkat kemiskinan antara 
perempuan usia 20-24 tahun yang kawin pada 
usia sebelum 18 tahun (13,76 persen) dengan 
mereka yang kawin di atas usia 18 tahun 
(10,09 persen). Hal ini dapat berarti: 
kemiskinan menjadi faktor pendorong praktik 
perkawinan anak, namun bukan faktor utama 
atau faktor satu-satunya. 

Beberapa penelitian sebelumnya oleh UNFPA 
(2012) dan UNICEF & UNFPA (2018) 
menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan 
pendorong utama perkawinan anak pada 
perempuan di negara berkembang36. 
Perkawinan usia anak kerap kali terjadi dengan 
latar belakang orang tua yang ingin 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
keluarga. Bagi rumah tangga miskin, 
kebanyakan anak perempuan dianggap 
sebagai beban ekonomi dan perkawinan 
dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri 
dari kemiskinan dan ini sesuai dengan data 
Susenas 2018 yang memperlihatkan bahwa 
anak dari Keluarga dari kuintil ekonomi 
terendah paling berisiko pada perkawinan 
anak. 

Penelitian mengenai pendewasaan usia 
perkawinan anak di Bangka Belitung 
menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan yang 
cukup parah menyebabkan potensi 
perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten 
Bangka Tengah (Djaja, et.al., 2016). Kondisi 
keluarga yang miskin membuat anak dianggap 
sebagai beban ekonomi, sehingga perkawinan 
anak adalah satu-satunya solusi untuk 
mengurangi beban tersebut (Benedicta et.al., 
2017).

Faktor Ekonomi

Faktor risiko lain yang sering ditemukan di 
berbagai literatur adalah tempat tinggal di 
perdesaan37. Hal ini juga terlihat di data 
Susenas 2018 yang menunjukkan bahwa anak 
perempuan di daerah perdesaan dua kali lebih 
mungkin untuk menikah dibandingkan dengan 
anak perempuan di daerah perkotaan. Lebih 
lanjut, Marshan, et.al menemukan bahwa anak 
perempuan yang tinggal di perkotaan lebih 
mungkin mendapatkan kesempatan di luar 
perkawinan dan pengasuhan anak 
dibandingkan dengan mereka yang ada di 
daerah perdesaan38.
 
Hal ini dapat mengindikasikan kebutuhan 
untuk melakukan intervensi di tingkat daerah, 
khususnya perdesaan, untuk mencegah atau 
merespon praktik perkawinan anak. 

Meningkatkan keterlibatan pemerintah desa 
juga menjadi salah satu strategi yang dapat 
dilakukan, seperti praktik yang terjadi di 
Kabupatan Rembang dengan cara membentuk 
Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). 

Faktor Tempat Tinggal
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39  Benedicta, G.D., Noor, I.R., Kartikawati, R., Zahro, F.A., Susanti, L.R., 
   Natih, N.N.S., … Ramadhan, F.R. (2017). Studi Kualitatif ‘Yes I Do Alliance’ 
   (YID). Faktor Penyebab dan Konsekuensi Perceraian setelah Perkawinan
   Anak di Kabupaten Sukabumi, Rembang dan Lombok Barat.
40  Ibid
41  Koalisi 18+ dan UNICEF Indonesia. 2019. Revealing the Truth of Marriage
    Dispensation. Retrieved from: https://www.girlsnotbrides.org/resource-
    centre/revealing-the-truth-of-marriage-dispensation-an-analysis-of-child-
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42  Aliansi Remaja Independen. (2015). 8 Kisah Perkawinan Anak.
43  UIN Alauddin.(2017). Dinamika Perkawinan Anak di Kabupaten Gowa dan 
    kota Makassar Sulawesi Selatan.

44  Credos Institute. (2017). Situation Analysis of Child Marriage, Teenage 
    Pregnancy and Female Genital Mutilation in Rembang.
45  Plan International & Coram International. (2015). Getting the evidence:
   Asia Child Marriage Initiative.
46  Pakasi, D.T., Kartikawati, R., Zahro, F.A., Azzahra, A., Natih, N.N.S., 
    Chairani, N.R., ...van der Kwaak, A. (2018). Yes I Do. The Situation of 
    Child Marriage, Teenage Pregnancy, and FGM/C in Sukabumi, Rembang, 
    and West Lombok Regencies. Jakarta: Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI.
47  Djaja, M., Gyamitri, B., Alfiasari., & Novita, L. (2016). Telaah Kebijakan 
    Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan 
    Bangka Belitung.

Kelompok ini berperan strategis untuk 
melakukan pencegahan perkawinan anak dan 
juga pendampingan untuk orang tua yang 
menikahkan anaknya39.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah 
dengan meningkatnya prevalensi perkawinan 
anak di perkotaan (meskipun sedikit) 
berdasarkan Susenas 2018. Temuan ini 
mengindikasikan kebutuhan untuk menemu-
kan strategi pencegahan perkawinan anak 
sesuai dengan karakterisik penduduk di perko-
taan.

Tujuh dari delapan perempuan yang diwawan-
carai Aliansi Remaja Independen (ARI), 
menyebutkan kehamilan yang tidak diinginkan 
sebagai alasan mereka menikah di usia anak42.

Penelitian Credos Institute, menunjukkan 
bagaimana sosialisasi peran gender mempe- 
ngaruhi penerimaan masyarakat untuk perka- 
winan anak. Dalam penelitian yang dilakukan 
di Makassar dan Gowa, anak perempuan yang 
dianggap terlambat menikah disebut sebagai 
perawan tua. 43Perempuan dianggap siap 
untuk menikah pada saat mereka dianggap 
siap untuk mengurus keluarga, sementara 
untuk laki-laki mandiri secara ekonomi menja-
di ukuran kesiapannya44. Hasil penelitian Plan 
International dan Coram International melihat 
bahwa anak perempuan menginginkan 
pernikahan karena stigma buruk terhadap 
perempuan yang belum menikah karena 
menikah dan menjalankan peran sebagai istri 
dan ibu dianggap sebagai peran utama perem-
puan yang patut dipenuhi45.

Untuk merespon berbagai persepsi budaya 
yang mendorong praktik perkawinan anak, 
beberapa strategi telah banyak dikembangkan 
oleh kelompok masyarakat sipil. Salah satunya 
dilakukan dengan cara melibatkan tokoh mas-
yarakat, guru, dan juga pemuda dalam penye-
baran informasi tentang kesehatan seksual 
dan reproduksi46.  Sebuah penelitian di Bangka 
Belitung menemukan beberapa program yang 
sudah diterapkan untuk mencegah dan 
menangani masalah perkawinan anak melalui 
Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan 
Reproduksi Remaja (PIK KRR) dan Program 
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)47. 

Faktor Tradisi & Agama

Studi literatur menemukan faktor lainnya yang 
mendorong terjadinya perkawinan anak, yaitu 
faktor tradisi dan agama. Beberapa tradisi 
yang melanggengkan perkawinan anak masih 
ditemukan di Indonesia, seperti merariq di 
Lombok di mana perempuan ‘dilarikan’ ke 
rumah laki-laki untuk dapat dinikahkan40. 

Penelitian mengenai dispensasi perkawinan di 
tiga daerah menunjukkan bahwa alasan tert-
inggi permohonan dispensasi perkawinan 
adalah karena kekhawatiran orang tua menge-
nai anaknya yang sudah berpacaran atau 
bertunangan41. 

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa 
salah satu alasan utama hakim mengabulkan 
permohonan dispensasi adalah  untuk meng- 
hindari mudarat (kerugian atau bahaya). 

Studi lain memperlihatkan di antara 
perempuan yang berumur 15 – 17 tahun yang 
kehilangan kedua orang tuanya, lebih mungkin 
untuk menikah 5 tahun setelah tsunami. Cara 
ini digunakan untuk meringankan beban 
ekonomi keluarga karena hilangnya aset pada 
saat terkena bencana50. Hal ini menjadi 
catatan bagi pemangku kepentingan agar 
memberikan perhatian lebih untuk mencegah 
praktik perkawinan anak dalam situasi 
bencana. 

Studi Literatur juga menemukan risiko anak 
perempuan dinikahkan semakin tinggi dalam 
situasi setelah terjadinya bencana alam. Dewi 
& Dartanto menyebutkan bahwa di Indonesia, 
India, dan Sri Lanka, perkawinan usia anak 
semakin tinggi karena dipaksa menikah 
dengan yang menjadi duda setelah tsunami48. 
Dalam beberapa kasus, perkawinan terjadi 
untuk mendapatkan bantuan pemerintah yang 
khusus diberikan kepada mereka yang 
menikah dan memulai untuk berkeluarga49.

Faktor Lainnya: Perkawinan  Anak dalam Situasi Bencana

Dampak Perkawinan Pada AnakB

Secara lebih khusus, perkawinan anak meng-
ingkari hak anak untuk memperoleh pendi-
dikan, bermain, dan mencapai potensi mereka 
secara optimal karena dapat mengganggu atau 
mengakhiri masa penting kehidupan mereka 
sebagai anak-anak, ketika hak-hak mereka 
diakui dan tertuang dalam Konvensi Hak 
Anak51. Anak yang menikah, baik perempuan 
maupun laki-laki, dipaksa untuk mengambil 
tanggung jawab orang dewasa dan mereka 
mungkin belum siap. Perkawinan anak mem-
buat anak laki-laki lebih awal menjadi seorang 
ayah dan dengan situasi itu menambah 
tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 
memotong masa pendidikan dan peluang kerja 
mereka52. 

Perkawinan Anak 

dan Pendidikan

Perkawinan anak berdampak pada partisipasi 
tenaga kerja anak perempuan dan perempuan. 
Anak perempuan yang melangsungkan 
perkawinan pada usia dini memiliki kecen- 
derungan untuk dikeluarkan dari sekolah Anak 
perempuan yang sudah melangsungkan 
perkawinan mengalami beban yang tinggi dari 
pekerjaan rumah tangga, dan seringkali teriso-
lasi serta tidak dapat mengakses jaringan 
sosial, pengetahuan baru, dan keterampilan 
baru serta sumber daya yang memungkinkan 
dalam pengembangan ekonomi.  Anak perem-
puan yang melangsungkan perkawinan anak 
yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja 
formal biasanya menghadapi beban kerja 
ganda, yakni beban dari tugas-tugas rumah

Perkawinan Anak 

dan Partisipasi Tenaga Kerja

48 Dewi, L. P. R. K.,  & Dartanto, T. (2018). Natural disasters and girls 
   vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shocks in 
   Indonesia? Vulnerable Children and Youth Studies. doi: 10.1080/
   17450128.2018.1546025
49 Ibid
50 Ibid

51 Konvensi Hak Anak, Pasal 28 dan 31, h.8-9, dalam BPS-UNICEF. 2016. 
   “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia” 
   (Jakarta: 2016), h.9.
52  Gaston, Colleen M. (2018). Child marriage among boys: a global overview 
    of available data. Taylor $ Francis VULNERABLE CHILDREN AND YOUTH 
    STUDIES. https://doi.org/10.1080/17450128.2019.1566584
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tangga juga beban dari pekerjaannya53. Anak 
perempuan yang melangsungkan perkawinan 
anak memiliki kekuatan yang lemah dalam 
pengambilan keputusan di dalam rumah 
tangga perkawinannya, hal tersebut 
mengakibatkan partisipasi angkatan kerja dan 
pendapatannya rendah54.

Hubungan antara perkawinan anak dan 
partisipasi tenaga kerja sangatlah kompleks. 
Perkawinan anak menyebabkan rendahnya 
capaian pendidikan dan tingginya fertilitas55. 
Rendahnya capaian pendidikan di antara 
perempuan yang melangsungkan perkawinan 
pada usia anak, dapat menurunkan 
kecenderungan mereka untuk memasuki pasar 
kerja dan memberikan dampak buruk pada 
jenis pekerjaan yang akan mereka peroleh. 
Meskipun perkawinan anak tidak memiliki 
dampak langsung terhadap partisipasi tenaga 
kerja perempuan, tingginya fertilitas yang 
disebabkan perkawinan anak dapat 
mempengaruhi peran perempuan di pasar 
tenaga kerja dan memengaruhi jumlah jam di 
mana mereka dapat bekerja56. 

Perkawinan anak mungkin tidak memberikan 
dampak langsung yang besar pada partisipasi 
angkatan kerja bagi perempuan di kemudian 
hari, tetapi fertilitas tinggi yang disebabkan 
oleh perkawinan anak dapat mempengaruhi 
peran perempuan di pasar kerja dan jumlah 
jam kerja yang mereka bisa lakukan57.  
Dampak tersebut, sebagian besar disebabkan 
oleh fakta bahwa dengan membatasi 
pencapaian pendidikan anak perempuan, 

perkawinan anak cenderung mengurangi 
pendapatan yang diharapkan ketika dewasa.  
Jika diagregasi pada tingkat nasional, nilai 
moneter dari efek-efek tersebut cukup 
signifikan58. Apabila perkawinan perempuan 
ditunda menjadi 20 tahun, hal ini dapat 
menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) seki-
tar 1,7 persen di Indonesia di tahun 201459.

53  International Center for Research on Women. (2016). Taking action to 
   address child marriage: the role of different sectors Economic growth and 
   workforce development. https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/
   child-marriage-brief-role-of-sectors
54  Parsons Jennifer, dkk. 2015. Economic Impacts of Child Marriage: A Review 
   of the Literature. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15570274.
   2015.1075757
55  Wodon, Quentin T.; Male, Chata; Onagoruwa, Adenike Opeoluwa; Savadogo, 
   Aboudrahyme; Yedan, Ali; Kes, Aslihan; John, Neetu; Steinhaus, Mara; Murithi, 
   Lydia; Edmeades, Jeff; Petroni, Suzanne. 2018. Economic impacts of 
   child marriage : Ethiopia synthesis report (English). The Economic Impacts 
   of Child Marriage. Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.
   worldbank.org/curated/en/149721525196131393/Economic-impacts-of-child-
   marriage-Ethiopia-synthesis-report

56  Ibid
57  Ibid
58  Ibid
59  Rabi, A. (2015). Technical Note. Cost of Inaction: Child and adolescent 
   marriage in Indonesia. UNICEF Indonesia (unpublished).
60  Wodon, Quentin T.; Savadogo, Aboudrahyme; Kes, A.. 2017. Economic 
    impacts of child marriage : work, earnings and household welfare brief 
    (English). Economic Impacts of Child Marriage. Washington, D.C. : 
    World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/
    312761498512784050/Economic-impacts-of-child-marriage-work-earnings-
    and-household-welfare-brief
61  Ibid

Banyak perempuan muda di negara 
berkembang tidak memiliki banyak pilihan 
selain melangsungkan perkawinan pada usia 
muda. Kebanyakan pengantin muda kemudian 
menjadi ibu muda. Selain adanya implikasi 
kesehatan akibat kehamilan pada usia yang 
muda, perkawinan anak membatasi akses 
perempuan muda tersebut untuk bekerja 
produktif. 

Dalam laporan World Bank yang berjudul 
Economic Impacts of Child Marriage, hal 
tersebut mungkin dapat disebabkan karena 
terganggunya pekerjaan yang seringkali terjadi 
karena proses persalinan dan tanggung jawab 
me- rawat anak dapat mempengaruhi jenis 
pekerjaan yang dapat dilakukan perempuan, 
memaksa mereka bekerja dengan gaji rendah 
dan berada di dalam situasi kerja yang lebih 
tidak stabil60. Perkawinan anak membatasi 
posisi tawar perempuan di dalam rumah 
tangga dan ini mungkin juga berhubungan 
dengan keputusan untuk masuk angkatan 
kerja61. 

Perkawinan Anak 

dan Kesehatan

Respon KebijakanC

Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah 
Indonesia untuk mencegah perkawinan usia 
anak.  Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang (UU) 
Perlindungan Anak (UU nomor 35 tahun 2014 
tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 
2002) menyatakan bahwa orang tua memiliki 
kewajiban untuk melakukan pencegahan 
perkawinan anak. Undang-Undang Perkawinan 
(nomor 1 tahun 1974) mengalami perubahan 
setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 
menyetujui untuk menaikkan usia minimum 
bagi perempuan untuk melangsungkan 
pernikahan dari 16 tahun ke 19 tahun. Hal ini 
merupakan tindak lanjut dari keputusan 
Mahkamah Konstitusi di Desember 2018 yang 
menyebutkan bahwa perbedaan usia minimum 
menikah perempuan dan laki-laki yang 
berbeda adalah bentuk diskriminasi. 
Pendewasaan Usia Anak juga telah menjadi 
prioritas di Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. 

BAPPENAS telah menentukan bahwa 
pencegahan perkawinan anak adalah salah 
satu isu strategis yang tercantum di dalam 
RPJMN 2020 - 2024 untuk Perlindungan Anak 
pada tahun 2019. Dokumen teknokratik yang 
sudah disusun oleh BAPPENAS menyebutkan 
bahwa pemerintah Indonesia membuat target 
untuk merubah prevalensi perkawinan anak 
yang sebelumnya 11,2 persen di tahun 2018 
menjadi 8,74 persen pada tahun 2024. 
Komitmen di dalam RPJMN ini juga diperkuat 
dengan penyusunan Strategi Nasional 
Pencegahan Perkawinan Anak. 

Hal ini sejalan dengan target 5.3 di dalam 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu 
penghapusan semua praktik berbahaya seperti 
perkawinan anak.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak  memasukkan isu 
perkawinan anak sebagai salah satu indikator 
Program Kota Layak Anak dan menginisiasi 
kampanye nasional menghentikan perkawinan 
anak. Upaya tersebut sejalan dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan no.5, meliputi 
perkawinan usia anak, perkawinan dini dan 
paksa, serta sunat perempuan.

Mahkamah Agung juga membuat Peraturan 
Mahkamah Agung (Perma) untuk Dispensasi 
Perkawinan. Hal ini diharapkan dapat mem-
perketat persyaratan untuk menikahkan anak 
dan mendukung proses yang memperhatikan 
kepentingan terbaik anak. Keputusan DPR 
untuk menaikkan usia minimum juga memper-
ketat peraturan dispensasi dan mensyaratkan 
Pengadilan Agama atau Umum untuk menden-
garkan dua belah pihak yang akan dinikahkan 
terlebih dahulu. 

Di tingkat daerah, sudah ada peraturan-pera-
turan yang mendukung pencegahan perka- 
winan anak, baik di tingkat provinsi dalam 
bentuk Surat Edaran maupun Instruksi Guber-
nur, di tingkat kabupaten/kota dalam bentuk 
Peraturan Bupati / Walikota maupun Surat 
Edaran, hingga di tingkat desa dalam bentuk 
Peraturan Desa.62 

62  Bappenas. (2019).  Studi Latar Belakang RPJMN 2020-2024. (Unpublished); 
   UNICEF Indonesia. (2019). Studi Literatur Peraturan Daerah Pencegahan 
   Perkawinan Anak. (unpublished).
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Rekomendasi

Temuan dari laporan ini memperlihatkan 
bahwa prevalensi perkawinan anak mengalami 
penurunan dalam waktu sepuluh tahun 
terakhir, tetapi penurunan tersebut belum 
cukup untuk mencegah praktik perkawinan 
anak. Target pemerintah dalam RPJMN untuk 
menurunkan prevalensi perkawinan anak ke 
8,74 persen di tahun 2024 tampaknya sulit 
untuk dicapai apabila melihat penurunan yang 
sudah terjadi dalam 10 tahun dari 2008 ke 
2018. 

Laporan ini memberikan rekomendasi untuk 
memastikan bahwa anak perempuan 
mendapatkan haknya sebagai anak sebelum ia 
beranjak dewasa, yang juga akan membantu 
Indonesia untuk tidak kehilangan potensi SDM 
dan mencapai TPB. Keputusan DPR untuk 
menaikkan usia minimum perempuan menikah 
menjadi 19 tahun adalah langkah yang baik, 
namun ada beberapa hal yang akan menjadi 
tantangan.

10

49

Mendorong Penerapan Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

1      Penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak 

   perempuan dari perkawinan anak termasuk yang lebih lanjut 

        memastikan bahwa kebijakan baik, seperti peningkatan usia

   minimum perkawinan, tidak justru menyembunyikan 

   perkawinan anak.

Perubahan yang terjadi pada Undang - Undang 
(UU) Perkawinan no. 1 Tahun 1974 yang 
menaikkan usia minimum menikah untuk 
perempuan menjadi 19 tahun dapat membuka 
jalan bagi seluruh pemangku kepentingan 
untuk melindungi seluruh anak perempuan 
dari perkawinan anak. Karena perubahan ini 
cukup baru, kemungkinan akan memerlukan 
banyak sosialisasi mengenai peraturan yang 
berubah. Implementasi perubahan usia nikah 
minimum ini perlu dipastikan. Selain UU terse-
but, juga dibutuhkan implementasi yang baik 
untuk Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 
no. 23 tahun 2002 yang direvisi sebagai UU no. 
35 tahun 2014) yang mengatur bahwa orang 
tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan 
anak. Dispensasi untuk perkawinan anak juga 
perlu diperketat agar penerapan kenaikan usia 
minimum perkawinan dapat secara efektif  

menurunkan angka perkawinan anak di 
Indonesia. Perubahan UU mengatur bahwa 
seluruh dispensasi perkawinan yang 
dilangsungkan harus dapat mendengarkan 
kedua belah pihak yang akan dinikahkan.     

Perlu diingat bahwa meningkatkan batas usia 
perkawinan dan memperketat aturan terkait 
dispensasi pernikahan, meski positif, juga 
berisiko menyembunyikan perkawinan anak 
karena pelarangan menikah di bawah umur 
dapat meningkatkan pernikahan tidak tercatat 
seperti kawin siri. Pemerintah juga membuat 
pencegahan perkawinan anak prioritas di 
dalam RPJMN 2020 – 2024 dan sedang 
menyusun strategi nasional untuk dapat 
membuat penurunan prevalensi perkawinan 
anak. 

Mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Upaya terintegrasi pencegahan perkawinan 
anak dari lembaga non-pemerintah dan 
pemerintah daerah perlu dikembangkan. Di 
Lombok Barat, dalam PATBM atau Kelompok 
Perlindungan Anak Desa (KPAD), orang muda 
terlibat dalam melakukan intervensi 
pencegahan perkawinan anak. 

Pemerintah setempat mendukung program 
tersebut dengan memberikan dukungan dana 
operasional (Plan International Asia Regional 
Hub, 2019)
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Naiknya usia minimum perkawinan dapat 
membantu anak perempuan untuk menyele-
saikan sekolah sampai ke jenjang Sekolah 
Menengah Atas (SMA). Data Susenas 2018 
menunjukkan bahwa baik untuk anak perem-
puan maupun laki-laki yang menikah sebelum 
berumur 18 tahun, banyak yang jenjang pendi-
dikan tertingginya adalah Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). Hanya 11,76 persen dari 
perempuan dan 19.23 persen laki-laki usia 
20-24 tahun yang menikah sebelum usia 
dewasa yang menyelesaikan SMA. Dengan 
adanya penguatan pada program minimal 
belajar 12 tahun, maka anak memiliki kesem-
patan yang lebih besar untuk mengembangkan 
diri dan menemukan skill yang dibutuhkan 
untuk mendapat pekerjaan yang layak. 

Hal ini dapat membantu dalam mengurangi 
potensi terjadinya perkawinan anak. Selain itu, 
perlu ada sistem pendidikan yang tidak 
mendiskriminasi anak yang sudah menikah 
atau anak yang sudah hamil untuk melanjutkan 
pendidikan. Sosialisasi mengenai hal tersebut 
juga penting untuk dilakukan agar tidak terjadi 
perundungan (bullying) pada anak yang 
melanjutkan pendidikan setelah menikah atau 
hamil. Pendidikan yang didapat seharusnya 
adalah pendidikan berkualitas yang mempro-
mosikan pembelajaran seumur hidup (lifelong 
learning) dan mendukung pengambilan kepu-
tusan yang tepat.63 

Penguatan Program Minimal Belajar 12 Tahun untuk Anak Perempuan

Kehamilan di luar nikah sering menjadi alasan 
untuk melakukan perkawinan anak. Orang tua 
menganggap bahwa anak perempuan yang 
sudah hamil adalah aib bagi keluarga (Bene-
dicta et.al., 2017). Selain itu, orang tua juga 
menganggap bahwa perkawinan anak dapat 
menjadi solusi agar anak tidak melakukan 
zina. 64Program pendidikan seksual kompre-
hensif di Pakistan, Peru dan Kenya memperli-
hatkan bahwa program tersebut berperan

penting dalam penurunan angka kehamilan 
dini dan perkawinan anak65. Oleh karena itu, 
menyediakan pendidikan HKSR yang kompre-
hensif dan inklusif untuk semua anak dapat 
menjadi salah satu solusi untuk mencegah 
perkawinan anak. Pendidikan HKSR dapat 
diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran 
di sekolah yang diberikan kepada anak sejak 
dini. 

Penyediaan Pendidikan dan Layanan Mengenai Hak Kesehatan Seksual dan 

Reproduksi (HKSR) sejak Dini

2       Memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas 

     tersedia untuk mencegah dan menangani perkawinan anak 

     bagi semua anak terutama bagi kelompok anak yang lebih 

     rentan dibanding anak lainnya.

63  United Nations. Goal 4: Quality Education. Retrieved from: 
   https://www.un.or.id/what-we-do/sustainable-development-goals-sdgs/
   19-sdg/94-goal-4-quality-education
64  Pakasi, D.T., Kartikawati, R., Zahro, F.A., Azzahra, A., Natih, N.N.S., 
   Chairani, N.R., ...van der Kwaak, A. (2018). Yes I Do. The Situation of 
   Child Marriage, Teenage Pregnancy, and FGM/C in Sukabumi, Rembang, 
   and West Lombok Regencies. Jakarta: Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI.

65  Olivera. 2018. Empowering Girls Begins with Proper Sexuality Education. 
    Retrieved from: https://iwhc.org/2018/10/empowering-girls-begins-proper-
    sexuality-education/

Pendidikan HKSR dapat mencegah kehamilan 
pada anak karena adanya pembelajaran me- 
ngenai hubungan seksual yang sehat. Selain 
pendidikan, akses layanan kesehatan 

reproduksi dan seksual juga harus terbuka 
kepada anak perempuan yang sudah hamil 
untuk mendapatkan informasi yang mereka 
butuhkan.

Layanan Kesehatan dan Pendidikan Berkualitas yang Inklusif

UU Perlindungan anak menekankan penting- 
nya pengurangan risiko dan kerentanan anak 
yang menghalangi mereka mendapatkan 
hak-haknya, seperti hak untuk dilindungi dan 
bertumbuh kembang. 66Tidak semua anak 
sama, sehingga perlu pendekatan khusus    

untuk memastikan bahwa layanan kesehatan 
dan pendidikan yang diberikan inklusif untuk 
semua anak. Beberapa hal yang mempe- 
ngaruhi kerentanan anak pada perkawinan 
anak adalah daerah tempat tinggalnya, kemis- 
kinan dan pendidikan yang rendah.

3      Mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang 

    mendorong terjadinya perkawinan anak dengan memadukan 

    pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh 

    utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam 

    program bantuan dan perlindungan sosial.

Kondisi keluarga yang sulit karena kemiskinan 
sering kali membuat anak dianggap sebagai 
beban ekonomi, kemudian perkawinan anak 
menjadi solusi untuk mengurangi beban terse-
but. Sehingga mendorong pengentasan kemis- 
kinan secara tidak langsung akan mendorong 
pada pengurangan angka perkawinan anak. 
Ketika terjadi bencana, kondisi kemiskinan 
menjadi semakin buruk yang kemudian akan 
mendorong perkawinan anak. 

Meskipun begitu, laporan ini memperlihatkan 
bahwa kemiskinan merupakan salah satu pen-
dorong terjadinya perkawinan anak, tetapi 
bukan satu-satunya penyebab. 

67Anak menikah sebelum umur 18 tahun sering 
kali terjadi karena beberapa penyebab, seperti 
kemiskinan, akses yang buruk ke pendidikan 
formal dan kapasitas pengasuhan orang tua 
yang kurang. Sebelumnya, situasi-situasi 
tersebut dilihat sebagai hal yang terpisah dan 
karenanya program tidak dilaksanakan secara 
komprehensif.

Walaupun beberapa provinsi seperti Sumatera 
Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, Nusa Tengga-
ra Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawe-
si Tenggara, Sulawesi Barat dan Papua mem-
perlihatkan prevalensi perkawinan usia anak 
dan persentase penduduk miskin yang tinggi,

66  Bappenas. (2019).  Studi Latar Belakang RPJMN 2020-2024. (Unpublished)
67  Djaja, M., Gyamitri, B., Alfiasari., & Novita, L. (2016). Telaah Kebijakan Kajian
    Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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provinsi-provinsi lain memiliki persentase pen-
duduk miskin yang cukup rendah namun 
memiliki prevalensi perkawinan anak yang 
tinggi. Terdapat 11 provinsi yang teridentifika-
si, di antaranya adalah Jambi, Kepulauan 
Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Sela-
tan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku 
Utara.

Kemiskinan mendorong meningkatnya keren-
tanan anak, tetapi begitu juga dengan keku-
rangan akses pada pendidikan, kesehatan, 
perlindungan dan pengasuhan dapat juga 
berdampak negatif terhadap kesejahteraan 
anak. Karena itu, pengentasan kemiskinan saja 
tidak cukup, tetapi perlu ada penguatan sistem 
perlindungan anak, kesejahteraan anak dalam 
program bantuan dan perlindungan sosial, dan 
pengasuhan anak. 

Sosialisasi Kesetaraan Gender

4      Perubahan pola pikir mengenai dan perlindungan akses anak 

    pada hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR), 
    kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda

Perempuan cenderung menganggap kesiapan 
mengurus rumah tangga sebagai ukuran untuk 
kesiapan dalam menikah, sedangkan laki-laki 
cenderung menganggap kesiapan secara 
ekonomi sebagai ukuran kesiapan untuk 
menikah68. Norma sosial yang ada di ma- 
syarakat mengenai gender masih sering mem-
pengaruhi perkawinan anak. Ketika sebuah 
masalah memiliki keterkaitan dengan norma 
sosial, maka intervensi berupa kebijakan 
pemerintah saja tidak cukup untuk 

menyelesaikan masalah tersebut, karena yang 
harus diubah adalah nilai yang sudah menga-
kar di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada 
tambahan intervensi dari level rumah tangga 
dan komunitas. Sehingga solusi yang bisa 
diterapkan adalah intervensi dari keluarga, 
komunitas, dan pemerintah dalam mengubah 
norma sosial agar mendukung kesetaraan 
gender dan menolak perkawinan anak.

68  Credos Institute, ibid. 

Sosialisasi untuk Mengubah Pola Pikir Mengenai HKSR

Penelitian yang dilakukan oleh Candra- 
ningrum, Dhewy & Pratiwi (2016) di Kabupaten 
Sukabumi menemukan bahwa salah satu pen-
dorong terjadinya perkawinan anak adalah 
pembahasan mengenai seksualitas yang masih 
dianggap tabu. Masyarakat yang cenderung 
konservatif menganggap bahwa diskusi me- 
ngenai HKSR adalah hal yang melanggar 
norma sosial. 

Sosialisasi untuk mengubah pola pikir ini 
sangat diperlukan agar anak dapat menerima 
pendidikan dan layanan mengenai HKSR. 
Selama diskusi mengenai HKSR masih 
dianggap tabu, maka anak tidak bisa 
menerima informasi yang benar mengenai 
hubungan seksual dan kesehatan reproduksi. 
Hal tersebut dapat meningkatkan peluang 
terjadinya perkawinan anak. 

Perlindungan Akses Anak pada HKSR, Kesetaraan Gender

dan Partisipasi Kaum Muda

Perlindungan akses anak terhadap kesetaraan 
gender, hak kesehatan seksual dan reproduksi, 
dan partisipasi kaum muda juga diperlukan. 
Kehamilan dini masih sering terjadi dan men-
jadi salah satu alasan terjadinya perkawinan 
anak, tetapi layanan kesehatan reproduksi 
remaja masih mendapat tantangan karena 
terbatasnya akses kontrasepsi untuk yang 
belum menikah, yaitu di dalam UU No 52 
tahun 2009 tentang Perkembangan Kepen-
dudukan dan Pembangunan Keluarga dan UU 
No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.  

69Semua anak dan remaja perlu mendapat 
jaminan informasi dan akses terhadap 
kontrasepsi. Hak anak untuk mendapatkan 
informasi mengenai kesehatan seksual dan 
reproduksi yang dijamin di dalam UU 
Kesehatan seringkali mendapat halangan 
karena kurangnya informasi mengenai hak 
kesehatan dan reproduksi yang dapat diakses 
oleh anak dan remaja. Pendidikan tersebut 
seringkali tidak membahas mengenai norma 
gender, hak asasi manusia, dan relasi kuasa 
dalam hubungan. 

Mendorong Partisipasi Kaum Muda dalam Pencegahan 

dan Penanganan Perkawinan Anak

Partisipasi kaum muda di Indonesia untuk 
mencegah dan menangani perkawinan anak 
memberikan banyak dampak kepada teman 
sebayanya. Yang orang muda sampaikan 
dalam advokasi biasanya melalui proses kon-
sultasi dengan teman-temannya agar dapat 
sesuai dengan kebutuhannya. 

Kaum muda juga dapat berkontribusi di dalam 
ruang yang secara tradisional biasa dipimpin 
oleh orang dewasa, seperti Kelompok Perlin- 
dungan Anak Desa (KPAD) atau Perlindungan 
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

69  Moeliono & Ardhiati, 2017 dalam Bappenas. (2019).  Studi Latar Belakang 
   RPJMN 2020-2024. (Unpublished); UNICEF Indonesia. (2019). Studi Literatur
   Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak. (unpublished).
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Karena itu, pendidikan kesehatan seksual dan 
reproduksi yang komprehensif dan inklusif 
untuk semua anak perlu dikenalkan sejak dini 
untuk menurunkan angka kehamilan dini dan 
perkawinan anak. Dalam hal dispensasi 

perkawinan, pendapat anak harus didengar 
sebagai dasar pertimbangan putusan. Partisi-
pasi anak dalam kampanye dan advokasi 
dalam pencegahan dan penanganan perka- 
winan anak juga menjadi sangat penting.

5      Mendukung riset lebih lanjut yang berfokus kepada intervensi 

          yang sudah dilakukan untuk anak perempuan yang menikah, 

     KDRT setelah perkawinan anak, perkawinan anak di perkotaan

     dan anak laki-laki yang menikah.

Kajian literatur yang dilakukan memperlihat-
kan bahwa lebih banyak program pencegahan 
yang terdokumentasi apabila dibandingkan 
dengan program penanganan anak perempuan 
yang sudah menikah. Padahal meskipun anak 
sudah menikah, mereka masih memiliki hak 
untuk diperlakukan sebagai anak. Penelitian 
perlu dilakukan untuk mengakomodasi kebu-
tuhan anak yang sudah menikah terhadap 
akses pendidikan dan kesehatan reproduksi. 
Data Susenas memperlihatkan bahwa 
penurunan prevalensi perkawinan anak lebih 
cepat di perdesaan, sehingga dibutuhkan 
kajian lebih lanjut mengenai perkawinan anak 
di perkotaan untuk membuat intervensi 
pencegahan yang sesuai. 

Selain itu, perlu ada penelitian untuk melihat 
kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
yang terjadi setelah anak menikah dan anak 
laki-laki yang menikah di usia anak. Selain itu, 
perlu dicatat pentingnya mendesain program 
yang memungkinkan pengukuran dampak agar 
dapat mengetahui investasi yang paling efektif 
dalam pencegahan dan penanganan perka- 
winan anak di Indonesia. 
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Tabel 3.1.A   Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan 

                        Pertama dan Daerah Tempat Tinggal (Perkotaan), 2008-2018

Usia 
Perkawinan 
Pertama

(1)

<15

<18

Tahun

(2)

0,59

7,82

2008

(3)

0,67

8,01

2009

(4)

0,56

8,04

2010

(5)

0,61

8,17

2011

(6)

0,62

8,21

2012

(7)

0,46

8,12

2013

(8)

0,42

7,60

2014

(9)

0,26

7,08

2015

(10)

0,19

6,52

2016

(11)

0,19

6,98

2017

(12)

0,28

7,15

2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.1.D   Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun terhadap Seluruh Penduduk

                         Indonesia, 2008-2018

Usia 
Perkawinan 
Pertama

(1)

Persentase
Perempuan
20-24 Tahun

Tahun

(2)

3,94

2008

(3)

3,93

2009

(4)

3,94

2010

(5)

3,87

2011

(6)

3,92

2012

(7)

3,97

2013

(8)

3,95

2014

(9)

3,99

2015

(10)

3,98

2016

(11)

4,02

2017

(12)

3,99

2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.1.B   Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan 

            Pertama dan Daerah Tempat Tinggal (Perdesaan), 2008-2018

Usia 
Perkawinan 
Pertama

(1)

<15

<18

Tahun

(2)

2,78

22,63

2008

(3)

2,19

20,99

2009

(4)

2,35

20,28

2010

(5)

2,28

20,70

2011

(6)

1,76

20,81

2012

(7)

1,77

20,27

2013

(8)

1,71

20,92

2014

(9)

1,01

18,30

2015

(10)

1,00

17,11

2016

(11)

0,86

17,55

2017

(12)

0,95

16,87

2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.1.E

Persentase Laki-laki Usia 20 – 24 Tahun

menurut Usia Perkawinan Pertama dan

Daerah Tempat Tinggal, 2015-2018

Daerah
Tempat
Tinggal

(1)

Perkotaan

Pedesaan

Tahun

(2)

0,39

1,14

2015

(3)

0,48

1,23

2016

(4)

0,55

1,42

2017

(5)

0,77

1,44

TOTAL 0,73 0,82 0,93 1,06

2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.1.F

Persentase Laki-laki Usia 20 – 24 Tahun

terhadap Seluruh Penduduk Indonesia,

2015-2018

Uraian

(1)

Persentase
Laki-laki

20-24 Tahun

Tahun

(2)

4,10

2015

(3)

4,14

2016

(4)

4,15

2017

(5)

4,13

2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.1.C   Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama 

                        dan Daerah Tempat Tinggal (Perkotaan dan Perdesaan), 2008-2018

Usia 
Perkawinan 
Pertama

(1)

<15

<18

Tahun

(2)

1,60

14,67

2008

(3)

1,38

14,08

2009

(4)

1,35

13,48

2010

(5)

1,38

13,97

2011

(6)

1,15

14,02

2012

(7)

1,05

13,59

2013

(8)

0,99

13,55

2014

(9)

0,60

12,14

2015

(10)

0,54

11,11

2016

(11)

0,48

11,54

2017

(12)

0,56

11,21

2018
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Tabel 3.1.G   Persentase Perempuan Usia 20-24 tahun yang Usia Perkawinan Pertamanya 

             Kurang dari 18 Tahun menurut Provinsi, 2015 - 2018

Provinsi

(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)

2015

(1) (10)

2016

(11)

2017

(12) (9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2) (10) (11) (12)

4,17Aceh 5,12 4,62 5,29

6,20Sumatera Utara 4,61 5,72 4,90

5,51Sumatera Barat 5,99 6,83 6,68

9,40Riau 9,75 10,52 7,93

14,98Jambi 16,74 14,51 12,71

13,95Sumatera Selatan 13,65 13,29 12,07

12,77Bengkulu 41,50 14,61 14,33

11,48Lampung 9,88 11,81 10,70

15,58Kepulauan Bangka Belitung 15,98 18,16 14,22

4,11*Kepulauan Riau 5,64* 4,00* 4,68*

4,88DKI Jakarta 4,93 3,18 4,06

14,14Jawa Barat 11,47 12,24 13,26

11,47Jawa Tengah 11,72 10,37 11,04

4,73*DI Yogyakarta 4,76* 2,21* 6,20

14,68Jawa Timur 12,14 13,32 12,71

8,78Banten 7,78 9,06 6,78

8,52Bali 10,45 9,17 8,55

14,68Nusa Tenggara Barat 15,38 16,02 15,48

9,34Nusa Tenggara Timur 10,22 10,53 8,78

17,28Kalimantan Barat 16,95 19,07 17,46

21,90Kalimantan Tengah 19,67 20,94 19,13

23,19

2014201320122011201020092008

7,92

5,90

7,69

10,50

20,87

15,40

16,05

14,40

17,65

13,44

4,41

19,54

12,57

4,51

17,87

15,10

8,63

16,73

9,52

16,88

22,74

21,15Kalimantan Selatan 22,26 23,12 17,63

2018 Provinsi 2015

(1)

2016 2017

14,78Kalimantan Timur 14,85 13,90 11,54

14,93Kalimantan Utara 17,29 16,57 12,42

16,32Sulawesi Utara 12,78 15,34 14,88

19,32Sulawesi Tengah 18,09 16,65 15,84

13,80Sulawesi Selatan 14,48 14,76 14,10

16,88Sulawesi Tenggara 15,03 19,08 18,96

15,90Gorontalo 14,74 14,51 15,29

21,37Sulawesi Barat 15,67 19,37 19,43

9,88Maluku 8,99 10,81 8,94

10,01Maluku Utara 11,97 17,21 13,36

14,67Papua Barat 15,86 12,80 11,16

14,20Papua 11,99 12,34 11,52

12,14

16,45

-

13,94

23,85

INDONESIA 11,11 11,54 11,21

2018

Sumber: Susenas Maret 2018*) RSE antara 25-50 persen.

2014201320122011201020092008

6,46

6,00

7,24

12,73

18,15

13,28

12,48

11,79

19,40

3,08

4,07

17,40

12,62

5,40

18,03

15,04

7,90

15,57

9,85

18,94

23,25

21,24

14,71

-

12,99

22,27

6,35

6,99

8,19

10,35

17,27

15,02

14,48

10,85

17,15

4,94

4,44

15,56

12,16

4,21

18,10

14,46

7,87

15,89

8,44

16,72

23,56

19,89

14,70

-  

13,91

22,38

6,87

6,97

8,76

10,20

18,85

12,45

14,23

10,20

17,34

4,96

4,60

17,98

12,87

3,84

17,72

13,40

7,72

14,07

10,85

18,26

22,96

24,09

13,91

-  

12,14

19,43

6,70

6,16

5,64

10,89

18,38

15,96

14,84

12,85

18,13

2,55

4,28

18,04

12,84

3,81

16,98

12,61

8,68

15,93

11,96

17,74

25,54

22,90

17,51

-
 

13,98

18,93

8,31

5,60

5,67

9,85

17,68

15,87

18,64

12,06

20,68

3,27

5,32

15,93

13,17

6,47

16,84

12,41

8,93

18,69

9,94

17,67

22,99

24,39

14,75

- - 

12,68

20,51

6,50

4,94

4,86

10,62

18,50

14,83

17,13

12,76

20,71

3,15

4,57

17,02

12,65

5,64

17,06

9,81

11,31

14,75

8,74

18,16

24,01

25,14

16,35

-  

12,05

21,52

14,73 14,88 14,10 12,53 13,18

18,51 17,97 17,85 18,12 20,23

19,78 18,15 20,00 17,51 20,80

18,19 21,83 19,94 21,20 18,48

13,84 8,14 9,84 7,86 9,02

14,57 18,04 17,29 15,66 13,14

19,91 15,02 17,24 13,83 16,74

26,79 19,77 19,11 17,39 14,87

14,08 13,97 14,02 13,58 13,55

16,95

18,70

19,87

22,93

11,96

12,37

12,37

24,89

14,67

14,30

17,58

16,39

20,37

9,77

12,98

14,06

20,53

13,48
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Sumber: Susenas Maret 2018

Usia Perkawinan
Pertama

(1)

<15

<16

<17

2018

(2)

0,28

0,95

Perkotaan

(3)

0,95

2,87

Perdesaan

(4)

0,56

1,75

2,90 7,42 4,79

TOTAL 7,15 16,87 11,21

TOTAL

Tabel 3.2.A   Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan

             Pertama dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.2.B   Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun yang Pernah Kawin menurut Status

                         Perkawinan, Daerah Tempat Tinggal, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Status Perkawinan

(1)

Kawin

Cerai Hidup

Perkotaan Perdesaan TOTAL

(2)

91,60

8,27

<18

(3)

96,06

3,70

18+ <18 18+ <18 18+

(4)

96,36

3,21

(5)

97,16

2,51

(6)

94,60

5,09

(7)

96,63

3,08

Cerai Mati 0,13 0,25 0,42 0,33 0,31 0,29

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.2.C   Persentase Laki-laki Usia 20 – 24 Tahun yang Pernah Kawin menurut Status

            Perkawinan, Daerah Tempat Tinggal, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Status Perkawinan

(1)

Kawin

Cerai Hidup

Perkotaan Perdesaan TOTAL

(2)

94,97

5,03

<18

(3)

97,58

2,35

18+ <18 18+ <18 18+

(4)

95,30

4,58

(5)

97,80

2,00

(6)

95,16

4,77

(7)

97,70

2,15

Cerai Mati 0,00 0,07 0,12 0,20 0,07 0,15

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Tabel 3.2.D   Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun yang Usia Perkawinan 

             Pertamanya Kurang dari 18 Tahun menurut Provinsi, 2018

Provinsi

(2)

Persentase

(1) (3)

Absolut (jiwa x 1000)*

5,29Aceh 12,6

4,9Sumatera Utara 31,6

6,68Sumatera Barat 15,4

7,93Riau 20,5

12,71Jambi 18,17

12,07Sumatera Selatan 43,5

14,33Bengkulu 11,7

10,7Lampung 36,9

14,22Kepulauan Bangka Belitung 8,5

4,68Kepulauan Riau 5,1

4,06DKI Jakarta 19,2

13,26Jawa Barat 273,3

11,04Jawa Tengah 145,7

6,2DI Yogyakarta 9,8

12,71Jawa Timur 191,5

6,78Banten 37,0

8,55Bali 14,7

15,48Nusa Tenggara Barat 33,3

8,78Nusa Tenggara Timur 20,5

17,64Kalimantan Barat 37,8

19,13Kalimantan Tengah 21,5

17,63Kalimantan Selatan 29,0

Provinsi

(2)

Persentase

(1) (3)

Absolut (jiwa x 1000)*

11,54Kalimantan Timur 17,2

12,42Kalimantan Utara 3,6

14,88Sulawesi Utara 14,1

15,84Sulawesi Tengah 19,7

14,1Sulawesi Selatan 51,1

18,96Sulawesi Tenggara 22,7

15,29Gorontalo 7,6

19,43Sulawesi Barat 11,2

8,94Maluku 7,1

13,36Maluku Utara 7,2

11,16Papua Barat 4,7

11,52Papua 16,9

11,21INDONESIA 1,220,9

Sumber: Susenas Maret 2018*) Nilai absolut diperoleh dari hasil Proyeksi SUPAS 2015
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Tabel 4.1.A    Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 20-24 Tahun menurut 

               Provinsi, Jenis Kelamin, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Provinsi
Perempuan Laki-Laki

(2)

<18

(1) (3)

18+

(4)

<18

(5)

9,39Aceh 10,76 10,94 9,83

7,89Sumatera Utara 10,28 7,77 9,49

7,47Sumatera Barat 10,53 7,23 8,93

7,88Riau 8,13 8,65 8,29

8,27Jambi 10,96 8,63 9,84

7,83Sumatera Selatan 10,23 8,26 9,03

8,26Bengkulu 10,36 7,97 9,42

8,11Lampung 10,04 7,93 9,04

7,28Kepulauan Bangka Belitung 10,55 4,79 8,30

7,21Kepulauan Riau 10,43 10,37 10,71

8,98DKI Jakarta 11,25 8,82 11,31

8,08Jawa Barat 9,96 8,69 9,59

8,04Jawa Tengah 8,65 8,07 8,52

10,02DI Yogyakarta 11,64 8,48 10,92

8,03Jawa Timur 10,14 8,17 9,26

7,69Banten 9,27 8,55 8,86

8,18Bali 9,07 7,88 9,18

7,13Nusa Tenggara Barat 9,33 6,65 8,11

6,51Nusa Tenggara Timur 7,75 7,36 7,38

7,91Kalimantan Barat 9,06 6,25 8,73

7,46Kalimantan Tengah 19,36 7,64 9,38

18+ <18 18+ <18 18+

Provinsi

(2)(1) (3) (4) (5)

8,79Kalimantan Timur 9,11 8,67 9,94

7,74Kalimantan Selatan 10,33 7,76 10,02

7,30Kalimantan Utara 10,93 10,27 10,38

9,35Sulawesi Utara 11,10 8,54 9,99

7,21Sulawesi Tengah 9,05 7,49 8,37

7,68Sulawesi Selatan 9,14 8,31 8,52

8,63Sulawesi Tenggara 10,05 10,45 9,19

6,49Gorontalo 8,05 6,56 7,10

6,51Sulawesi Barat 8,25 5,35 7,58

8,38Maluku 10,34 8,60 10,01

7,97Maluku Utara 9,96 8,97 8,75

7,13Papua Barat 9,57 7,72 9,97

3,73Papua 4,92 4,45 5,82

7,92INDONESIA 9,64 8,05 9,07

Sumber: Susenas Maret 2018

Perempuan Laki-Laki
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Tabel 4.1.B   Persentase Perempuan Berumur 20-24 tahun menurut Usia Perkawinan 

                 dan Alasan Berhenti Sekolah, 2017

Usia 
Perkawinan 
Pertama

Masih
bersekolah

Tidak
ada
biaya

sekolah

Bekerja/
mencari
nafkah

Mengurus
rumah
tangga

Merasa
pendidikan

cukup

Malu
karena
ekonomi

Sekolah
jauh

Cacat/
disabilitas Lainnya TOTALMenikah

Umur 
perkawinan
pertama <18 th

Umur 
perkawinan
pertama 18+ th

Belum kawin

TOTAL

5,74  14,69  8,31 47,90  17,15 2,48 0,50 1,13 0,12 1,99

10,11 13,07 10,18 42,10  16,31 5,51 0,34 0,39 0,13 1,85

34,94 14,87 30,54 0,00 1,70 12,94 0,43 0,44 3,04

21,93 14,15 20,07 21,87 9,16 8,85 0,41 0,50 0,60

1,08

2,46

100,00

100,00

100,00

100,00

Tabel 4.1.C   Persentase Laki-Laki Berumur 20-24 tahun menurut Usia Perkawinan 

                 dan Alasan Berhenti Sekolah, 2017

Usia 
Perkawinan 
Pertama

Masih
bersekolah

Tidak
ada
biaya

sekolah

Bekerja/
mencari
nafkah

Mengurus
rumah
tangga

Merasa
pendidikan

cukup

Malu
karena
ekonomi

Sekolah
jauh

Cacat/
disabilitas Lainnya TOTALMenikah

Umur 
perkawinan
pertama <18 th

Umur 
perkawinan
pertama 18+ th

Belum kawin

TOTAL

7,01  13,80  28,90 41,78  1,14 3,32 0,12 2,03 0,00 1,90

8,98 13,08 34,83 34,04  1,30 4,39 0,34 0,57 0,09 2,38

23,93 19,45 36,61 0,00 0,44 11,62 0,65 0,74 5,55

21,14 18,28 36,22 6,37 0,60 10,27 0,59 0,72 0,83

1,00

4,96

100,00

100,00

100,00

100,00

Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda


